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POB ANALISIS JABATAN
Dasar Hukum: Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset,  Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 77 Tahun 2016
tentang Kelas Jabatan Di Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian  Riset, . Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta.

Untuk digunakan sebagai evaluasi organisasi,
penguatan tata laksana, pengawasan dan
akuntabilitas  serta menjamin  objektifitas
kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan
dengan kebutuhan organisasi.

Kualifikasi Pelaksana:

| Tim Analisis Jabatan yang memahami pedoman

tentang analisis jabatan.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Perencanaan Kebutuhan SDM Dosen
- 2. POB Perencanaan Kebutuhan SDM Tenaga

1. Komputer

[ 2. Printer / Scanner

Kependidikan 3. ATK
3. POB Monitoring Evaluasi dan Rekam Jejak | 4. Organisasi dan Tata Kerja UPNVJ
Dosen Tenaga Kependidikan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

[ Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas.

1. Dokumen hard copy dan soff copy disimpan d1
Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy disimpan di
Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR ANALISIS JABATAN

Pelaksana Mt B
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o pi b=, Tim ANJAB | oo Hukor | Menristek | Persyaratan/ | o bl
UPNVJ Kemen Dikd Perlengkapan " e
ristekdikti
Organisasi dan Tata Kerja OTK UPN
| dan Peta Jabatan UPN | l “Veteran” N/A ‘()\',T;BII'EN
Veteran” Jakarta Jakarta Jakarta
Menetapkan Tim Analisis - ;
« » Data Pegawai ; SK Tim
2 .;:batan UPN “Veteran m Tendik/DUK | hari ANJAB
Pengumpulan data jabatan l‘jg&dfsghsl s Tersedianya
untuk dianalisis dengan Py Peet?n 3 hari Data
3 menggunakan metode I _.._‘_.]L‘ ey i s an Pendukung
tertentu i ANJAB
upoksi
Pembuatan identitas Jabatan E
yang ideal yang dapat ; : Identitas
¢ mencerminkan tugas-tugas Limitin Tages # basi Jabatan
_ yang dilakukan
Membuat ikhtisar jabatan E Ikhtisar
yang merupakan ringkasan Uraian Tugas 2 hari
5 deskripsi $ Jabatan
Membuat uraian jabatan yang Urai
6 | berisi informasi terkait Ursian Tugas 2hari | L PER
pelaksanaan tugas jabatan g
Menguraikan uraian jabatan
yang menjadi uraian tugas
untuk mengidentifikasi Informasi
7 | informasi berdasarkan bahan, Uraian Jabatan | 2hari | o
alat, hasil, tanggung jawab, ]
wewenang, korelasi jabatan,
dan resiko tugas.
Menetapkan syarat jabatan
berpedoman pada ; pangkat, y Daftar Unuat
golongan, ruang, pendidikan, Kepangkatan
8 pelatihan, pengalaman kerja, ek 2 hari Informasi
pengetahuan, keterampilan, dan dokumen Jabatan
bakat, temperamen, mminat, pendukung
upaya fisik, fungsi pekerja, lainnya
dan prestast kerja
Perumusan Nomenklatur :
9 | Pelaksana dan draft S vind, || TSR
penetapan kelas jabatan Faktor Jabatan
Menandatangani usulan Dokumen
10 | penetapan nama jabatan dan | Pendukung N/A Surat usulan
kelas jabatan ANJAB
5 ; Dokumen Laporan
1 V?mﬁfs;;i“l'(‘:rl‘aﬂ%‘:ﬁ“ Pendukung lhari | Hasil
nama j j ANJAB ANJAB
12 Penetapan hasil kelas analisis » Dokumen | hari Hasil
jabatan dan kelas jabatan ANJAB ANJAB




PROSEDUR ANALISIS JABATAN

NO

URAIAN

Dapatkan peraturan/daftar/informasi/pembukuan/laporan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja
dan Peta Jabatan UPN “Veteran” Jakarta. Selain itu perlu memperhatikan visi dan misi organisasi, struktur
organisasi, tugas pokok dan fungsi maupun dasar hukum lain yang berkaitan sebagai landasan dalam
penyusunan analisis. Sebelum pelaksanaan analisis jabatan, pimpinan diberitahukan terlebih dahulu.
Pemberitahuan berisi tentang tujuan, jadwal pelaksanaan, dan peran pimpinan beserta pegawainya sebagai
narasumber.

Lakukan pembentukan tim analisis jabatan UPNVJ yang terdiri atas :

a. Pengarah, yaitu Pimpinan UPNVJ,;

b. Penanggung jawab, yaitu wakil Rektor II;

¢. Ketua, yaitu Kepala Biro/Kepala Bagian yang membidangi ketatalaksanaan; dan

d. Anggota, yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional.

Tim analisis jabatan UPNVJ sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi
fungsi ketatalaksanaan dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Biro/Kepala Bagian yang
membidangi ketatalaksanaan. Sebelum melaksanakan kegiatan analisis jabatan, para pegawai yang ditunjuk
dibekali dengan pelatihan analisis jabatan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis
jabatan. Selanjutnya tim analisis jabatan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan Unit Kerja.

Lakukan pengumpulan data jabatan dengan menggunakan formulir melalui metode/teknik :

a. Daftar pertanyaan (kuesioner) dengan menyiapkan, menyusun daftar pertanyaan secara sederhana untuk
memudahkan responden.

b. Wawancara, yang dilakukan dengan tatap muka langsung dengan pegawai.

¢. Pengamatan langsung (observasi) terhadap pegawai yang sedang melakukan pekerjaannya.

d. Referensi atau informasi tentang pekerjaan dari laporan Unit Kerja, Surat Keputusan tentang organisasi,
pedoman keorganisasian dan ketatalaksanaan maupun catatan kerja harian.

¢. Gabungan beberapa cara agar pengumpulan data dapat saling melengkapi. Cara efektifnya vaitu
menggabungkan metode melalui daftar pertanyaan dengan wawancara.

Periksa apakah sumber pengumpulan data telah terkumpul dan lengkap. Jika sudah, membuat identitas
Jabatan yang ideal yang dapat mencerminkan tugas-tugas yang dilakukan. Identitas jabatan terdiri atas :

a. nama jabatan, sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan;

b. kode jabatan, yang mempresentasikan suatu jabatan untuk mempermudah inventarisir jabatan;

¢. unit kerja jabatan, yaitu unit yang berada di bawah lingkungan unit organisasi

d. letak struktur, dimana posisi pegawai dilihat dari tugasnya, dan

e. _ikhtisar jabatan atau ringkasan tugas yang dilakukan dalam satu kalimat.

Pastikan ikhtisar jabatan mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan atau ringkasan dari tugas-tugas yang
dilakukan dan disusun dalam satu kalimat. Penyusunan ikhtisar harus memenuhi kriteria apa yang
dikerjakan, cara mengerjakan dan mengapa tugas harus dikerjakan.

Lakukan penyusunan uraian jabatan yang berisi informasi tugas jabatan dalam memproses bahan kerja
menjadi hasil kerja, disusun secara berurutan dari vang paling berat sampai dengan yang ringan.

Pastikan uraian tugas diuraikan dengan jelas bersifat deskriptif maupun kualitatif. Hal tersebut berdasarkan

bahan yang digunakan dalam tugas, alat/perangkat yang digunakan untuk memproses, hasil kerja berupa

barang/jasa maupun informasi, pedoman kerja, tanggung jawab dan wewenang, korelasi/bubungan jabatan,

kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya tugas. Uraian tugas di susun berdasarkan :

a. dalam satu jabatan terdapat 5 (lima) sampai 12 (dua belas) uraian tugas

b. setiap tugas diuraikan dengan jelas gambaran apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan dan cara
mengerjakannya.

Pastikan dalam penetapan syarat jabatan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk dapat
melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Syarat jabatan berpedoman pada; pangkat, golongan, ruang,
pendidikan, pelatihan/diklat, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, bakat, temperamen, minat,
upaya/kondisi fisik, fungsi pekerja, dan prestasi kerja

Lakukan perumusan Nomenklatur Pelaksana dan draft penetapan kelas jabatan yang merupakan penetapan
nama jabatan yang dapat menggambarkan tugas-tugas di dalamnya dan menentukan tingkat kelas jabatan.

10.

Pastikan membuat surat usulan untuk disampaikan bersamaan beserta dokumen pendukung analisis jabatan
yang telah disusun sebefum ditandatangani.

11.

Lakukan verifikasi usulan hasil analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan hasil
pengolahan data yang telah dilakukan oleh tim ANJAB sebagai bahan pertimbangan penentuan analisis
jabatan dan menyempurnakan analisis jabatan

12.

Lakukan presentasi di hadapan pimpinan dari Unit Organisasi dengan tujuan mendapat masukan ataupun
rekomendasi. Setelah mendapat persetujuan segera disahkan dan dilakukan evaluasi jabatan untuk
kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menten t;.wi_Keias Jabatan.

gl(OI.DOJ’
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POB ANALISIS BEBAN KERJA
Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 | Untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan
tentang Aparatur Sipil Negara efisien, penguatan tata laksana, pengawasan dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kera
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 77 Tahun 2016
tentang Kelas Jabatan Di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran™ Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja

penguatan akuntabilitas sesuai ketentuan yang
berlaku serta menjamin objektifitas kesesuaian
antara tuntutan tugas dan beban kerja dalam
Jabatan dengan kebutuhan organisasi.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Tim Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja
yang memahami pedoman tentang analisis
beban kerja

2. Memahami peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan analisis beban kerja

Jabatan  Pelaksana di  Lingkungan

Kementerian  Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penomoran Surat Keputusan 1. Komputer
2. POB Kearsipan 2. Printer
3. POB Analisis Jabatan 3. Scanner

4 ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan | Dokumen dicatat dan disimpan :

tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas dan  menghambat  kelancaran
informasi.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di
simpan di Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di
simpan di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR ANALISIS BEBAN KERJA

Pelaksana Mutu Baku
N Altivita Biro i Keterangan
o vitas Tim ABK Rekior Hukor Menristek Persyaratan/ Wakfu Oitoiit
UPNVJ Keinen Dilkti Perlengkapan tp
ristekdikti
1 Organisasi dan Tata Kerja dan Peta Jabatan UPN C‘ OTK UPN N/A Data OTK dan Peta Mulai
“Veteran” Jakarta _J “Veteran” Jakarta Jabatan
Memberikan instruksi dan menetapkan Tim Analisis Beban
Kerja UPN “Veteran” Jakarta untuk melaksanakan I L[‘ Data Pegawai 1 hari SK Tim
2 | penyusunan analisis beban kerja berdasarkan analisis Tendik/DUK an ANJAB/ABK
jabatan
Visi dan Misi Agenda
Melakukan persiapan menyusun kerangka konsep, jadwal - UPNV]J, Peta 3 hari petyusunan
3 | dan rencana kegiatan | jabatan, dan _ analisis beban
Tupoksi kerja
Mengumpulkan data jabatan dari analisis jabatan untuk : . .| Tersedianya Data
¥ dianalisis dengan menggunakan metode tertentu LI_ Uraikst Jabslen S Pendukung ABK
: Draft penyusunan
S | Menetapkan alat ukur . Hasil ANJAB 2 hani analisis beban
kerja
Melakukan analisis beban kerja dengan menggunakan 4 . Draft hasil
& metode tertentu DU 2 hari perhitungan
A Haasil ANJAB dan T
7 | Melakukan perhitungan analisis beban kerja Para pegawai 2 han l])); ]:?n alil::.i:m
UPNV} !
3 Melakukan pendekatan dalam mengidentifikasikan beban Informasi Faktor 2 hari Draft hasil
kerja beban kerja identifikasi
Draft laporan hasil
9 Perumusap Nomenklatur Pelaksana dan draft penetapan E‘:I Dokumen 2 hari Asiudisie edad
beban kerja jabatan Pendukung ABK Keria
Dokum Surat usulan dan
10 | Menandatangani usulan penetapan beban kerja jabatan l Pe(;l d uki?lg ABK N/A Laporan Hasil
ABK
. . ' k ll! I l i
11 | Verifikasi usulan penetapan beban kerja jabatan |___| ll))e(;l duklelnn g ABK I hant kt]x;plzran Thatl




PROSEDUR ANALISIS BEBAN KERJA

URAIAN

Analisis beban kerja yang disesuaikan dengan program reformasi birokrasi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan berdasarkan dari pedoman yang ditentukan serta data dari
organisasi dan Tata Kerja dan Peta Jabatan UPN “Veteran” Jakarta.

Menetapkan Tim Analisis Beban Kerja selanjutnya disebut Tim ABK UPN “Veteran” Jakarta
untuk melaksanakan penyusunan analisis beban kerja berdasarkan analisis jabatan dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor. Tim ABK adalah pegawai yang mempunyai tugas
menangani ketatalaksanaan/kepegawaian.

Persiapkan rapat Tim ABK untuk membahas persiapan penyusunan kerangka konsep, jadwal dan
rencana kegiatan analisis beban kerja. Pelaksanaan analisis beban kerja di setiap unit organisasi
dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun pada bulan November hingga
Maret tahun berikutnya atau dilaksanakan bila ada perubahan kebijakan pimpinan.

Dapatkan data/dokumen/informasi/bahan mengenai data jabatan, rincian tugas, standar
operasional prosedur (SOP), uraian jabatan, rincian kegiatan dan sebagainya. Pengumpulan data
beban kerja dilakukan dengan metode tertentu.

Tetapkan alat ukur yang jelas agar analisis beban kerja dapat dilakukan secara transparan dan
objektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efeketif yang harus diisi dengan pekerjaan
untuk mengasilkan produk bersifat konkrit atau abstrak (benda/jasa). Jam kerja efektif adalah
jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu jam istirahat.

Lakukan analisis beban kerja dengan menggunakan metode tertentu, yaitu :
a. metode teknik analitis, yaitu pengukuran waktu secara teliti melalui pengamatan langsung,
b. metode praktis empiris, yaitu berdsarkan pengalaman perorangan atau pemegang jabatan.
¢. metode identifikasi beban kerja, yaitu mengidentifikasikan melalui hasil kerja, objek kerja,
peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan.

Lakukan perhitungan analisis beban kerja dengan berdasarkan :
a. aspek beban kerja dari program unit kerja yang dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk
setiap jabatan
b. standar kemampuan rata-rata yang diukur dari satuan waktu maupun satuan hasil.

Lakukan pendekatan dalam mengidentifikasikan beban kerja melalui :

a. hasil kerja, merupakan produk atau output jabatan dengan menghitung kebutuhan dengan
mengidentifikasikan beban kerja dan hasil kerja jabatan yang dapat dikuantifikasi. Dapat
digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik maupun non fisik dan dapat dikuantifikasi.

b. objek kerja, merupakan objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaaan. Digunakan
untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari banayaknya objek yang dilayani.

¢. peralatan kerja, merupakan peralatan yang digunakan dalam bekerja. Digunakan untuk
Jabatan yang bergantung pada peralatan kerja yang digunakan

d. tugas per tugas jabatan, digunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai yang hasil
kerjanya abstrak/beragam

Pastikan buat Nomenklatur Pelaksana dan draft penetapan beban kerja yang tersusun dari :

a. pengumpulan data beban kerja

b. inventarisasi jumlah pemangku jabatan

c. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan

d. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai tingkat eselon jabatan (EF) dan prestasi kerja
jabatan (PJ)

e. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai tingkat efisiensi unit (EU) dan prestasi kerja unit
(PU).

10.

Pastikan membuat surat usulan untuk disampaikan dengan dokumen analisis beban kerja yang
telah disusun dan lakukan penandatanganan usulan penetapan beban kerja jabatan

il

Verifikasi usulan penetapan beban kerja jabatan kepada pihak terkait untuk penyempurnaan hasil
yang telah dilakukan oleh Tim ABK.

12.

Hasil analisis beban ditetapkan oleh pemimpin perguruan tingg: negeri setelah mendapat
penetapan/persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Disusun Oleh : Direviu Oleh :
Tun Biro, Ka. Biro,

Bt

Cahyo Trijati Sugeng Siswanto \ VE . ']'Eiﬁ:-tl,‘l_rlemawati
NIP. 196308131989031001 NIP. 19610209198103 1005 KTOR h:l}!ﬁflg‘ﬁlll 141989032001




pXIJ VB BIRO UMUM DAN KEUANGAN

PO B PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tingi Nomor 333/M/KPT/2016
tentang Indikator Kinerja Utama 2015/2019
di Kemenristekdikti.

UPNVI/POB/ROUMH
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |Nomor POB HTL/03/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA Tanggal Efektif 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerzh -
e imucus Toukots Jekaria 12450 Direviu Oleh Fi6. By Utouor'oen
Keuangan
POB CAPAIAN KINERJA UNIT
Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 | Untuk digunakan sebagai pedoman
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | pertanggungjawaban, gambaran tingkat hasil atau
Instansi Pemerintah efektivitas  kegiatan,  meyakinkan  bahwa

pelaksanaan program berprinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi unit kerja.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang penilaian kinerja unit

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Penyusunan LAKIN 1. Komputer
2. POB Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja 2. Printer
Organisasi 3. Scanner
4. ATK
Peringatan: [Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR CAPAIAN KINERJA UNIT

Pelaksana Mista Bl
e o Sub Arsiparis Persyaratan/ T
Rektor Warek Karo Kabag Bagimn B onm Perlenghapart Waktu | Output
- lembar Mulai
Menugaskan ] diposisi/ 15 S
il penyusunan capaian - Memo el Diposisi
kinerja pada unit kerja - ATK
Menerima disposisi, y - ATK
mengecek dan I - Lembar 15 . .
2 | menginstruksikan [ . dipomisi menig | Disposti
untuk ditindaklanjuti - Komputer
Mengadakan
rapat/koordinasi )
3 | denganKa. Bagian ) Hf[);l(angn 4jam | Notulen
persiapan penyusunan
capaian kinerja unit
Mengadakan rapat - ATK
dengan Sub Bagian [—I - und 4i Notulen
¥ Persiapan penyusunan o = e
capaian kinerja unit
Menyusun capaian . : AR
§ — ¢ I - Komputer 8Jam | Lapoman
kinerja subbag . Printgr e
¢ | Menerima laporan i Qu'{r'la(t | Hari | Tanda
capaian kinerja subbag terima
. - Komputer
7 Menyusun capaian - Pnnter 2hari | Laporan
kinerja bagian . ATK
- ATK
i - Instrumen g
8 xncgu;icapman l IQ‘— I::hka = 5hari | Laporan
Capaian
Menghimpun_ hasil_ 15 Dekumen
9 | capaian kinerja unit I P - ATK menit | Sudeh -
untuk diparaf dipara i
Mengarspikan basil . ATK 15 . Selesai.
10 ;ap_am.n kinerja unut .l | | - Komputer it Arsip
erja —




PROSEDUR CAPAIAN KINERJA UNIT

URAIAN

Penugasan f)eﬂyﬁsunan capaian kinerja pada unit kerja melalui lembar disposisi pada
akhir tahun anggaran yang sedang berjalan.

Warek II menelaah disposisi Rektor sebelum ditindaklanjuti. Meneruskan diposisi Rektor
melalui etakah ke Biro Umum dan Keuangan.

Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. Bagian persiapan penyusunan capaian kinerja
unit’bagian untuk mendapatkan seluruh data/dokumen/kelengkapan lain sebagai
penyusunan capaian kinerja unit/bagian dijajaran Biro Umum dan Keuangan.

Ka. Bagian melakukan rapat’koordinasi dengan Sub Bagian Persiapan penyusunan
capaian kinerja sub bagian untuk menelaah dan mengkaji seluruh sumber data dalam
penyusunan capaian kinerja unit.

Subbag menyusun capaiana kinerja dan memastikan menyusun capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diuraikan sesuai sasaran pada
masing-masing kegiatan. Selain itu didukung oleh capaian owpus dari kegiatan yang telah
dilaksanakan sub bagian masing-masing.

Dapatkan hasil laporan capaian kinerja dari subbag sebagai data/dokumen pendukung
penyusunan capaian kinerja Bagian. Periksa dan lakukan pengkajian terhadap laporan
capaian kinerja subbag.

Lakukan penyusunan capaian kinerja bagian untuk dikumpulkan bersama dengan laporan
capaian kinerja subbagian untuk disesuaikan apakah seluruh indikator telah sesuai,
apabila diperlukan dapat direvisi.

Pastikan laporan kinerja subbagian dan bagian telah dikompilasi dan disesuaikan.
Lakukan proses pengukuran secara kuantitatif dengan membandingkan prestasi yang
telah dicapai dengan tujuan yang diinginkan. Lakukan penyusunan laporan berdasarkan
sistematika penyajian laporan yang terdiri dari sekurang-kurangnya mengenai :

ikhtisar ringkasan capaian kinetja unit

latar belakang penyusunan laporan

maksud/tujuan

tugas/fungsi

struktur organisasi

sumber daya manusia dan anggaran

perencaanaan dan perjanjian kerja tahunan

penjelasan mengenai pengendalian, pengukuran dan pencapaian kinerja dan anggaran
sebagai uraian pertanggungjawaban terhadap pencapaian dari Rencana strategis.

SR Mo e o

9.

Pastikan dokumen dilengkapi lampiran atau data pendukung untuk diparaf hingga proses
penandatanganan.

10.

Lakukan pengarsipan melalui administrasi sesuai prosedur kearsipan UPN “Veteran”
Jakarta guna keperiuan evaluasi capaian kinerja unit di UPN “Veteran” Jakarta.

P
T
i

Disusun Oleh : Direviu Oleh : P :::; g ;Ui‘sgtujui Oleh :

TimB

TS,
Cahyo Trijati Sugeng Siswanto 1, "—f’ﬁ-n
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N UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLQGI, |Nomor POB HTL/04/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi -
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA Tanggal Efektif 22 Oktober 2019
1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah =
e Chusus Toikotn Takacia 12450 Direviu Oleh é(;a]:g:n[jmum dan
POB EVALUASI KINERJA ORGANISASI
Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 | Untuk digunakan sebagai acuan dalam

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

meningkatkan akuntabilitas, trasnparansi, kinerja
yang telah direalisasikan sesuai dengan rencana
dan meningkatkan produktivitas UPN “Veteran”
Jakarta.

Peraturan Mentenn Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015

Kualifikasi Pelaksana:

tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

Keputusan Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tingi Nomor 333/M/KPT/2016
tentang Indikator Kinerja Utama 2015/2019
di Kemenristekdikti.

1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Capaian Kinerja Unit 1. Komputer
2. POB Penyusunan LAKIN 2. Printer
3. Manual Prosedur Penyusunan Rencanal 3. Scanner
Strategis (Renstra) Mutu UPN “Veteran'] 4. Kertas
Jakarta
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan | 1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan di Bagian Hukum dan Tata Laksana

aktivitas.

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR EVALUASI KINERJA ORGANISASI

Pelaksana Mutu Baku K
g s terangan
No Aktivitas Karo Um & | Kabag UHT & Tim Persyaratan/ ¥
il bl Keuangan BMN B BIEL Evaluasi Perlengkapan i o Pt
1 ) Mulai.
Membep g - T“el?‘k“ka“ l } Renstra 5 menit | Diposisi
evaluasi kinerja orgamisasi
Menginstruksikan untuk dilakukan i - Lakin
2 | evaluasi kinerja organisasi ] - OTK 10 menit | Disposisi
p—__ 1 - Statuta
3 gk R : A - Lakin
Mel. at koor@am PN | L—I - OTK 60 menit | Disposisi
kegiatan evaluasi kinerja organisasi - St
4 - Alat Tulis
: ) . \ -
Mengm'slr'ukm'kan me‘?“b“’.“ By, 1 ' Komputas 15 menit | Disposisi
evaluasi kinerja organisasi ‘ | - Printer
5 | Membuat undangan rapat persiapan v - Alat Tulis Undangan
pembentukan tim evaluasi kinerja =1 - Komputer 2 hari dan SK
organisasi ! - Printer Rektor
6 - Renstra
Rapat Penyusun pedoman dan I_‘L_I - Lakin 5 hari l;:;loman
instrument evaluasi kinerja organisasi m d (S)trgita p—
7 Meqylapk@ data lgpora_n kmex]a.dan I - Alat Tulis s
masing-masing unit kerja untuk tim K 1 hai takin
evaluasi kinerja organisasi [ =, | A s
- Prnter organisast
8 | Menyusun laporan hasil evaluasi
i oy > - Komputer -
kinerja organisasi [ ] - Prifer 10 hari | laporan
9 kuk — Dokumen
]1:?;1: - pgrnairafan e { —l[‘f ‘ [* ATK 15 menit | sudah
rja organisas diparaf
11 | Menerima dan menanda tangani ___]
laporan evaluasi kinerja organisasi ATK 10 menit | Laporan
12 | Mengarsipkan laporan evaluasi Arsip Selesai.
kinerja organisasi @ ATK 10 menit | Dokumen
laporan




PROSEDUR EVALUASI KINERJA ORGANISASI

NO |

URAIAN

Pastikan membuat perintah melalui disposisi untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi

Lakukan penginstruksian untuk dilakukan evaluasi kinerja organisasi sesvai peraturan
yang berlaku.

Koordinasi pengarahan dalam persiapan kegiatan evaluasi kinerja organisasi.

Meml?eri instruksi untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor mengenai Tim Evaluasi
Kinerja Organisasi. Tim Evaluasi Kinerja Organisasi terdiri dari perwakilan civitas di
Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

Lakukan penyusunan surat undangan rapat untuk diedarkan ke pihak terkait. Hasil
notulen rapat digunakan sebagai data pendukung pembuatan Surat Keputusan Rektor.
Surat Keputusan Rektor melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan prosedur
operasional baku dan kaidah tata naskah dinas UPN “Veteran” Jakarta.

Kumpulkan seluruh data/dokumen/informasi yang terkait dengan LAKIN agar dikaji
dalam rapat penyusun pedoman dan instrument evaluasi kinerja organisasi untuk
merencanakan pemeriksaan. Tim menyusun program evaluasi yang berisi prosedur
sebagai alat pengendali yang harus dilaksanakan selama evaluasi.

Pastikan menyiapkan data laporan kinerja dari masing-masing unit kerja untuk dibahas
bersama dengan tim evaluasi kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan :

a. mengukur Indikator Kinerja sesuai ketentuan peraturan untuk mendapatkan
penjelasan dan mengidentifikasi visi dan misi UPN “Veteran” Jakarta apakah sesuai
dengan harapan serta faktor keberhasilan dalam mencapai visi, misi tersebut.
Dapatkan pengkajian dari target yang ingin dicapai.

b. Mengukur pencapaian indikator kinerja dengan melakukan survei kepuasan civitas
akademik di Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta, menentuan kelebihan dan
kekurangan serta mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki untuk dibuatkan rencana
perbaikan.

¢. Evaluasi dari akuntabilitas dan transparansi keuangan selama periode yang
ditentukan. Dapatkan laporan mulai dari perencanaan keuangan, pembiayaan
kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporannya.

d. Evaluasi dari produk hukum yang dihasilkan. Lakukan pemeriksaan dan pengkajian
pada pelaksanaan kegiatan di UPN “Veteran” Jakarta apakah jelas dan taat terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada ketidaktaatan maka
dilakukan analisis mengenai sebab atau alasannya.

Pastikan menyusun laporan sesuai dengan kaidah Tata Naskah Dinas UPN “Veteran”
Jakarta. Laporan hasil evaluasi disampaikan beserta lampiran berisi saran/rekomendasi
yang diajukan dalam tim evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan mendorong
produktivitas. Lakukan pemantauan sebagai tindaklanjut evaluasi untuk meyakinkan
bahwa rekomendasi yang diusulkan dalam tim evaluasi telah diimplementassikan dan
hambatan dalam penerapannya agar dapat dibuatkan laporannya.

Konsep draft laporan hasil evaluasi dilakukan pemarafan oleh pihak-pihak yang
berwenang untuk selanjutnya diserahkan kepada Rektor untuk diperiksa kembali.

10.

Lakukan penandatanganan laporan evaluasi kinerja organisasi apabila telah menyetujui.

hIx

Lakukan pengadministrasian dokumen, Laporan evaluasi kinerja organisasi disusun
dalam satu kesatuan bersama dengan draft/ lampiran/ data pendukung lain dan
ditempatkan bersamaan dengan LAKIN di tahun yang sama.

12

Mengarsipkan dokumen sesuai dengan klasifikasinya ...

-
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UPNVI/POB/ROUM-

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG]I, |Nomor POB HTL/05/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi |-
SUB BAG‘A_N “UKUM DANTATALAKSANA |1 ooai Bfektif | 22 Oktober 2019
MR b el EEE——S éiﬁ;;fm“m i
POB PENYUSUNAN LAPORAN KINERA (LAKIN)
Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 | Untuk sebagai dasar evaluasi  kinerja,

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran™ Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tingi Nomor 333/M/KPT/2016
tentang Indikator Kinerja Utama 2015/2019
di Kemenristekdikti.

meningkatkan akuntabilitas, trasnparansi, kinerja
yang telah direalisasikan sesuai dengan rencana
dan meningkatkan produktivitas UPN “Veteran™
Jakarta.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Capaian Kinerja Unit

2. POB Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja
Organisasi

3. Manual Prosedur Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Mutu Upn “Veteran™

Jakarta

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner
4.Kertas

5. Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIN)

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim Beforangea
Rektor | Warek I1 Kar;)(Um ot faing ULIT & Ksb. HTL Penyusun TRy b/ Waktu Dhatput
eu BMN LAKIN Perlengkapan
Menerima Surat Permintaan Penyusunan
1 LAKTHM d e K"’F"." mint sl d 2 D Surat 15 menit | Diposisi Mulai.
memberi disposisi untuk menyiapkan
penvusunan LAKIN
Menerima disposisi dan 1 . OTK
menginstruksikan untuk melakukan [:l_ 15 menit | Disposisi
2 - Statuta
penyusunan LAKIN
Mengkoordinasikan pelaksanaan - OTK . = 13
3 kegiatiatan LAKIN - Statuta L3 ol | EXoposiel
! - ATK
4 Rapat Koordinasi E% - Komputer 1 Jam Notulen
" | persiapan kegiatan penyusunan LAKIN - Printer Rapat
Membuat SK Tim Penyusun LAKIN d A 4 - S
5 i . a |—_'—1 - Komputer 2Jam | SK Tim
koordinasi tugas s Pelist
- Renstra
A - OTK
6 | Pelaksanaan Penyusunan LAKIN |___ - Statuta SHan | LAKIN
- ATK
- Komputer
- | Mengumpulkan data/dokumen terkait i gggg ruter | hari | Dokumen
untuk penyusunan LAKIN. l::] . ATK kinerja
J——_—l Dokumen
8 | Memaparkan draf LAKIN h— ATK 10 hari | hasil
penyusunan
. Dokumen
g | [N SR TS, D‘E“‘% < ATK 15 menit | sudah
melakukan tanda tangan pada dokumen divaraf
LAKIN P
. ATK Dokumen
10 | Mengarsipkan hasil penyusunan LAKIN =i l :  Ermpaie 15 menit | bertanda- Selesai.

tangan




PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIN)

NO

URAIAN

Pastikan mendisposisikan perintah penyusunan LAKIN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Periksa disposisi dan menginstruksikan untuk melakukan penyusunan LAKIN

Koordinasikan pelaksanaan kegiatan LAKIN dengan ketentuan Indikator Kinerja Utama,
Renstra, Renja yang berdasarkan orientasi pada outcome.,

Lakukan rapat koordinasi persiapan kegiatan penyusunan LAKIN untuk menetapkan
jadwal dan tim penyusun LAKIN. Tim penyusun LAKIN dibentuk melalui Surat
Keputusan Rektor. Notulen rapat dibutuhkan sebagai bukti pendukung LAKIN.

Pastikan organisasi membuat tim yang bertugas dan menunjuk anggota untuk
berkoordinasi dalam penyusunan LAKIN. Tim Penyusun LAKIN mengkaji
RENSTRAdan RENJA UPN “Veteran™ Jakarta sebagai sumber data pengumpulan data
kinerja yang dibutukan, Penyusunan tim harus melibatkan semua elemen organisasi di
lingkungan UPN “Veteran” Jakata.

Lakukan pengkajian terhadap : _

a. Renca Strategis (Renstra) tahun sebelumnya/sedang berjalan yang terdiri dari visi,
misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai UPN “Veteran” Jakarta.

b. Rencana Kinerja (Renja) yang meliputi kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang
ingin dilakukan oleh UPN “Veteran” Jakarta.

. Menetapkan dan mengkaji Indikator Kinerja sebagai indikator pelaksanaan strategi
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja unyuk mengetahui apakah suatu aktivitas
atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif serta mengetahui tingkat
pencapaian kinerja yaitu dengan cara membandingkannya dengan strandar kinerja.
Jika data/dokumen memenuhi syarat maka dikompilasi data untuk dijadikan bahan
LAKIN, apabila tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke unit kerja terkait.

Lakukan pengumpulan data/dokumen pencapaian kinerja organisasi yang tercapai dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun, pengumpulan data kinerja dilakukan pada akhir tahun.
Pengumpulan data kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan UPN “Veteran” dalam
melaksanakan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan melalui kebijaksanaan,
program operasional dan kegiatan yang dilakukan UPN “Veteran” Jakarta.

Pastikan semua fakta-fakta yang terdapat pada pengumpulan data kinerja dituangkan
dalam draft LAKIN. Uraikan kegagalan-kegagalan dan penyebabnya dari kegiatan yang
telah dilaksanakan untuk kemudian dijadikan sebagai feedback/umpan balik bahan
evaluasi agar tidak terulang kembali sebelum melakukan pemaparan.

Lakukan pemaparan draf LAKIN untuk meminta pendapat/tanggapan ke seluruh civitas
UPN “Veteran” Jakarta untuk meminta persetujuan mengenai hal-hal yang termuat dalam
draft LAKIN. Jika disetujui maka draft LAKIN ditanda tangan pada dokumen LAKIN
akhir.

10.

Pastikan seluruh dokumen telah dikompilasi menjadi satu laporan bersama lampiran dan
diadministrasikan sesuai Kaidah Tata Naskah Dinas UPN “Veteran” Jakarta serta

diarsipkan. P
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pA1 N VA BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




UPNVJ/POB/ROUM-

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |Nomor POB EITL/06/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi -
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA | 1an00,1 Efektif | 22 Oktober 2019

J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah y
Blitymis Multatn Jalarin. 12450 Direviu Oleh Ka. Biro Umum dan
Keuangan

POB PEMBUATAN PERATURAN REKTOR

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset, Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi

Untuk menjadi pedoman dalam  proses
pembentukan peraturan/keputusan, mewujudkan
keseragaman peraturan di lingkungan UPN
“Veteran” Jakarta, memenuhi asas perundang-
undangan yang baik dan ditatalaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan benar
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran™ Jakarta
6. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penomoran Peraturan Rektor 1. Komputer
2. POB Publikasi Informasi Peraturan dan | 2. Printer
Perundang-undangan 3. Scanner
4. Kertas

5. Alat Tulis Kantor

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika  tidak  dilaksanakan POB  ini | 1. Dokumen hard copy dan sof copy di simpan di
mengakibatkan tidak ada legalitas hukum Bagian Hukum dan Tata Laksana

untuk melaksanakan aktivitas

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di
Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PEMBUATAN PERATURAN REKTOR

Pelaksana Mutu Baku
= Keterangan
No Aktivitas il K4 Tim Wakil Kabag Kasubbag Persyaratan/
Rektor” Um & Kkt Rektor UHT & HTL Bob i Waktu Quitput
Keu Terkait BMN Z
Mulai
Pengusul (Rektorat, [ } Disposisi
! Unit kerja, Lembaga) Surat Usulan Rektor
Biro Umum dan - Lembar
Keuangan rapat disposisi r
koordinasi dengan Tim - Surat usulan L o
, | Hukum, Kabag UHT 'j T
dan BMN serta
Subbag Hukum) untuk
menyusun draft
Pembahasaan dan
finalisasi draft Li ’
peraturan Rektor oleh g Usulan
3 | ToM Biukum dipirapin ,il Tiaf Poosmn | A04m. | oy
oleh Kepala Biro
umum dan Keuangan.
Kepala Biro Umum - Draft Peraturan
dan Keuangan L Final
memperoses draf EL:I -Lembar
Peraturan Rektor, dispesisi g
4 | mespent ek 1 jam Draft final
selanjutnya
memberikan kepada
Walkil Rektor terkait.
Wakil Rektor terkait Draft final
memeriksa, memparaf, ' dalam
s dan menyerahkan drafl | | gmﬁ Bioal . beniuk
Peraturan Rektor erstaran Busp ipe hard co
disahkan 4
kepada Rektor untuk dan soft
disahkan. copy
Peraturan Rektor
diserahkan ke Kabag
P UHT dan BMN untuk .[: Peraturan 0,25 Peraturan
penomoran, membuat Rektor jam Rektor
salinan dan petikan
apabila dibutuhkan.
Dokumen Selesai
Salinan
Peraturan
SHE S Tanda terima Rektor
; 22an distribusi 0,25 | yangsudah
peraturan dan turan j diberi
mendistribusikan serta mor jam e
mengarsipkarn, misggul
dan cap
basah




PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN REKTOR

NO

URAIAN

Pengusul dari unit kerja menyampaikan draft perturan rektor/Rektor menginstruksikan
untuk dibuatkan peraturan Rektor. Rektor meminta data/informasi/laporan ke Biro
Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan peraturan yang akan disusun, apakah
peraturan yang akan disusun sudah pernah ada/dibuat/diedarkan. Jika belum ada/ hendak
diperbarui maka membuat disposisi surat usulan. Pastikan peraturan rektor hanya memuat
kebijakan bidang akademik atau non akademik UPN “Veteran” Jakarta.

Lakukan pemberian instruksi pembentukan Tim penyusun Peraturan Rektor untuk
membahas peraturan yang akan dibuat dan tentukan jadwal pelaksanaan serta tugas
anggota tim untuk menyusun draft dan disahkan dengan adanya Surat Keputusan Rektor.
Tim penyusun mengumpulkan bahan atau referensi dari berbagai macam sumber terkait
peraturan rektor yang akan dibuat. Batas waktu pembuatan Peraturan Rektor hingga
disahkan disepakati oleh Tim Penyusun/sesuai dengan ketentuan. Tugas tim penyusun
yaitu :

a. Menyusun naskah urgensi penyusunan Peraturan Rektor

b. Menyusun rancangan Peraturan Rektor

¢. Melaksanakan harmonisasi rancangan Peraturan Rektor di lingkungan UPN

“Veteran” Jakarta untuk mendapatkan masukan
d. Melaksanakan penyusunan rancangan final Peraturan Rektor untuk kemudian
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor
Dalam penyusunan Peraturan Rektor sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas, yaitu :
Kepala, merupkan kepala naskah dinas yang ditentukan
Judul, merupakan pencerminan isi peraturan
Pembukaan, termasuk konsideran dan diktum
Batang tubuh atau isi, merupakan materi pokok dan dapat dirumuskan dalam bab,
bagian, dan/atau pasal.
e. Penutup, merupakan pencantuman tempat, tanggal dan tanda-tangan pengesahan
peraturan rektor dan
f  Lampiran jika ada/diperlukan, memuat hal-hal yang diatur lebih lanjut sesuai
dengan batang tubuh pada peraturan.

/o oPR

Pastikan pihak-pihak terkait ikut melakukan pembahasan dan finalisasi draft peraturan
Rektor oleh TIM dipimpin oleh Kepala Biro umum dan Keuangan dalam suatu rapat
pleno yang telah dijadwalkan dan dibuatkan surat undangannya. Siapkan berbagai
kelengkapannya seperti bahan sumber referensi peraturan, surat pengantar, tabulasi
masukan para pihak terkait, rekap daftar dan jadwal selama proses penyusunan Peraturan
Rektor.

Peraturan Rektor yang telah diplenokan ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Umum dan
Keuangan untuk memperoses draf Peraturan Rektor, selanjutnya diedarkan untuk proses
pemarafan.

Pastikan Wakil Rektor terkait telah membaca, memeriksa kelengkapan dokumen,
memparaf, dan menyerahkan draft Peraturan Rektor kepada Rektor untuk disahkan.

Pengadministrasian Peraturan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku atau Tata Naskah
Dinas UPN “Veteran” Jakarta untuk mendapatkan nomor, tanggal, dan membuat salinan
ataupun petikan sebelum disebarluaskaan.

Mengarsipkan Peraturan Rektor beserta lampiran draft peraturan rektor berisi paraf-paraf
para pihak terkait sebagai bukti penyusunan Peraturan Rektor oleh Tim penyusun.
Peraturan Rektor yang telah disahkan dapat dilakukan penggandaan, pendistribusian serta
diarsipkan beserta salinannya ditempat yang disediaakan ataupun dilakukan
sosialisasi/penyuluhan hukum.,
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pAIJ L A BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |Nomor POB HTL/07/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UPNVJ/POB/ROUM+

Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi

SUB BAGIAN HUKUM DAN TATALAKSANA | 1yngoat Efektif | 22 Oktober 2019
J1 RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah -
Khusus Ibukota Jakarta 12450 Direviu Oleh I?eza?lg:nUmum dan

POB PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Tecknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi. dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset, Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

6. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

Untuk menjadi pedoman dalam  proses
pembentukan peraturan/keputusan, mewujudkan
keseragaman peraturan di lingkungan UPN
“Veteran” Jakarta, memenuhi asas perundang-
undangan yang baik, dan ditatalaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi Pelaksana:

1,
2.
3.

A

Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
Menguasai operasional komputer

Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

Memiliki pengetahuan tentang legal drafting
Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Penomoran Keputusan Rektor
2. POB Kearsipan

AU E W~

. Flashdisk

Komputer
Printer

Scanner

Kertas

Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas

L.

2.

Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Hukum dan Tata Laksana

Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Pelaksana Mutu Baku
Pihak
e i kt
No Aktivitas Foustl Staf Sf;;gg Kasubbag Kabag Khip W;:;ek tj;l]::;t Rektor Persyaratan/ | ..o Ot Keterangan
z 1
HTL TU & RT HTL UHT BMN Um & Keu Um & Ken SK Perlengkapan
Rektor
Penyampaian surat permohonn - SK. sebelumnya Surat
1 diterbitkannya Surat Keputusan - Peraturan- 30 menit | permechonan
Rektor peraturan dari unit kerja
: : n - SK sebelumnya
Rektor menerbitkan surat Disposisi ke s _ 30 menit | Disposisi surat
2 Warek II turan
 — peraturan
Warek IT meneruskan ke Ka. Biro Um | -Komputer . e—r
3 & Keu < + i il 30 menit | Iisposisi surat
Membuat konsep outline SK Rektor | : .. | Qutline draft
¢ dan mendisposisikannya | A 30menit | oy Rektor
: : Gambaran
" Iliel:tn(icnkan arahan outline SK 1. -Kom_puter il | i Chictiane
RExmi draft SK Rektor
Menyusun draft SK Rektor sesuai i
¢ | owtline dan arahan Ka Bag UHT & -~ 'E"Sb dltSk 139) | ik hdk
BMN disesuaikan dengan peraturan R menit
perundang-undangan
. A - Flash disk Draf SK Rektor
7 g‘l’;:hct;l; tgl;isil:h Rektor sesuai E - Komputer 25 menit | dalam bentuk
, - Printer hard copy
A
Mereview dan memaraf draf SK I .. | Dolaunen draft
¢ Rektor 30 menit SK Rektor
y
Mengedarkan draft SK Rekior ke . . Dokumen SK
¢ pihak terkait untuk proses pemarafan. At talls L Rektor
Tidak Ya Dokumen SK
10 | Memaraf draft SK Rektor <> Alat tulis 30 smamit | Bcktoryoug
sudah diparaf
Menerima, memeriksa dan . q Dokumen SK
| ensndaiungan SE Rdar L—_ e Smenit | pektor
E fa} —_:I 60 menit
H le;da-msgﬁ v Alat tulis Tanda terima
Memberi nomor, menggandakan, - . 30 menit
13 | mendistribusikan SK Rektor dan I e e el
mengarsipkan SK o P




PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NOy

S B S T URAIAN

e

Permohonan dlterbltkannya Surat Keputusan Rektor oleh pengusul/pihak terkait dengan
menyerahkan surat permohonan dari unit kerja yang ditujukan kepada Rektor. Apabila
SK yang sama sudah pernah ada sebelumnya maka dilampirkan dalam surat permohonan
beserta data dukung/peraturan-peraturan lain jika ada untuk proses pembuatan Surat
Keputusan Rektor.

Rektor telah menerima, mempelajari dan menyetujui pengajuan permhononan untuk
menerbitkan Surat Keputusan Rektor dan membuat disposisi ke Wakil Rektor 11 Bidang
Umum dan Keuangan.

Pastikan Wakil Rektor II mengetahui, menerima dan mempelajari lembar disposisi
pengajuan permohonan dan meneruskan ke Kepala Biro Umum dan Keuangan.

Pembuatan konsep/ outline / garis besar Surat Keputusan Rektor yang akan dibuat dan
mendisposisikannya ke Kabag UHT & BMN,

Pemberian perintah/arahan untuk melanjutkan konsep/outline/garis besar kepada
Kasubbag HTL.

Pastikan menerima lembar disposisi dan memeriksa bahwa Surat Keputusan Rektor

disetujui atau belum pernah dibuat atau diperbarui. Dalam menyusun draft Surat

Keputusan Rektor sesuai outline dan arahan Kabag UHT & BMN dengan dasar hukum

dan peraturan perundang-undangan yang sesuai atau data dukung lain dari pengusul.

Apabila dibutuhkan, dapat meminta klarifikasi kepada pengusul apabila data dukung atau

terdapat hal yang belum jelas. Surat Keputusan disusun sesuai dengan ketentuan Tata

Naskah Dinas UPN “Veteran” Jakarta. Sebuah surat keputusan berisi tiga hal pokok,

yaitu:

a. konsiderans, merupakan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi
dasar dikeluarkannya surat keputusan;

b. diktum, merupakan rumusan tentang keputusan yang diambil oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan konsiderans;

c. desideratum, merupakan tujuan dibuatnya surat keputusan.

Pastikan menerima lembar disposisi dari Kasubag untuk perintah pemrosesan Surat
Keputusan Rektor. Staf HTL memeriksa kelengkapan data dukung dan draft Surat
Keputusan Rektor serta lampiran jika ada/dipertukan untuk melakukan penyusunan Surat
Keputusan Rektor. Jika sudah lengkap dan selesai maka dapat dilakukan proses
pencetakan draft Surat Keputusan Rektor sesuai kaidah Tata Naskah Dinas di
Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

Periksa kelengkapan data atau peraturan dari pengusul dan mereview isi Surat Keputusan
Rektor. Apabila ada masukan atau perubahan maka disempurnakan untuk kemudian
proses paraf draf Surat Keterangan Rektor.

Lakukan pengedaran Surat Keputusan Rektor ke unit kerja terkait untuk proses review
dan pemarafan.

10.

Pastikan seluruh unit kerja terkait telah memaraf Surat Keputusan Rektor untuk kemudian
diterima, diperiksa dan ditandatangani Surat Keputusan Rektor oleh Rektor.

11.

Pastikan berkas dokumen asli Surat Keputusan Rektor lengkap dan telah ditandatangani
oleh Rektor dan dibuat salinan Surat Keputusan Rektor sesuai dengan yang aslinya.

12.

Lakukan pengadministrasian Surat Keputusan Rektor asli yang meliputi; pembenan
nomor, penggandaan dan mendistribusikan Surat Keputusan Rektor sesuai Tata Naskah
Dinas di Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

13.

Simpan dokumen Surat Keputusan Rektor asli yang telah melalui semua proses dalam
arsip sesuai ketentuan yang berlaku. o,

o
'-.":«
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pA1J LV BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




N POB UPNVI/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, QI EITL/08/15-00
e TINGGI Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi -
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA | 10000 Efektif | 22 Oktober 2019
JL RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah :
O Chusus Toukota Jakaria 12450 Direviu Oleh I?;ﬁgzﬂ Umum dan

POB PENERTMAAN DAN PENCATATAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

7. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan

Untuk pengendalian proses layanan sesuai
dengan ketentuan, menjamin terpenuhinya baku
mutu standar layanan, menciptakan tertib

administrasi dan menjamin akuntabilitas
organisasi.
Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/81

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Pembuatan Peraturan Rektor 1. Komputer
2. POB Penomoran Peraturan Rektor 2. Printer
3. POB Pembuatan Surat Keputusan Rektor 3. Kertas

4. POB Penomoran Surat Keputusan Rektor

4. Alat Tulis Kantor
5. Daftar Register Usulan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini maka stake | 1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
holder yang membutuhkan data informasi di Bagian Hukum dan Tata Laksana

terkait tidak terlayani dengan baik.

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENERIMAAN DAN PENCATATAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN
Pelaksana Mutu Baku
Perancang
o, Pemohon | Kabag Keterangan
No Aktivitas ity UHT & Ksbg. |Staf Adm.| Peraturan Staf TU Persyaratan/ Waktu Output
HTIL. |Peraturan|Perundang- Perlengkapan
satker BMN
undangan
1 | Mengusulkan
penyusunan .
rancangan i - Disposisi A
peraturan J - Data 30 menit e Mulai
perundang- pendukung
undangan
2 | Mecncrima - ATK
berkas usulan - Komputer Berkas
rancangan - Tata 15 menit | usulan
Naskah rancangan
Dinas
3 | Memeriksa
- ATK : a1 "op
berkas usulan I — 30 menit | Disposisi
4 | Memvalidasi
S e 30 menit | Instruksi
r - Komputer
5 | Mencatat usulan .- ATK Daftar
rancangan —E - Komputer 10 menit | Register
g usulan
6 | Menggandakan -Salinan
dan - Komputer berkas
mengarsipkan - Flashdisk 10 menit | usulan
berkas usulan - Folder -Dokumen
rancangan arsip
7 | Proses Draft
penyusunan - Komputer Rancangan
Peraturan ;{ [ - ATK N/A Peraturan Selesai.
Perundang- - Printer Perundang-
undangan undangan




PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENCATATAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

NO URAIAN

I. | Pemohon dari unmit/satker di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta menyerahkan usulan/surat
permintaan pembuatan peraturan perundang-undangan beserta data pendukung lainnya,

2. | Lakukan pengadministrasian surat masuk dari usulan pembuatan peraturan perundang-undangan
sesuai kaidah Tata Naskah Dinas UPN “Veteran” Jakata.

3. | Periksa surat disposisi atau surat permintaan pembuatan peraturan perundang-undangan apakah
sudah pernah dibuat/diterbitkan/diedarkan. Jika sudah ada, cek masa berlaku peraturan apakah
sudah habis atau harus diperbarui, maka peraturan perundang-undangan akan direvisi, Jika belum
pernah ada, maka buat rancangan draft peraturan perundang-undangan.

4. | Pastikan berkas lengkap diterima bersama dengan data/dokumen pendukung lainnya. Periksa
kembali peraturan terkait dalam dokumen arsip. Apabila data pendukung tidak lengkap, lakukan
koordinasi dengan pemohon dari unit/satker untuk melengkapi berkas.

5. | Lakukan pencatatan berkas usulan di buku agenda usulan untuk memudahkan pencarian apabila
diperlukan. Sesuaikan dengan tanggal masuk dan urutan daftar berkas usulan.

6. | Lakukan penggandaan berkas usulan sebanyak satu berkas untuk diarsipkan,

7. | Buat draft peraturan perundang-undangan atau merevisi peraturan perundang-undangan.

e,

2 r::-:‘:u \\«
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pAIJ LV BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




N UPNVJ/POB/ROUM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGIL, |'omor -HTL/09/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oksober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA [T, 001 Egektif | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah :
: waKhusus ibukot:: Jakarta 12450 Direviu Oleh I? a. Biro Umum dan
euangan

POB EKSPEDISI PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN

Dasar Hukum: Tujuan :
. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Untuk pengendalian proses layanan sesuai
tentang Kearsipan dengan ketentuan, menjamin terpenuhinya baku

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset, Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

6. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan

mutu standar layanan, menciptakan tertib

administrasi dan menjamin akuntabilitas
organisasi.
Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/81

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Pembuatan Peraturan Rektor
2. POB Penomoran Peraturan Rektor
3. POB Pembuatan Surat Keputusan Rektor
4. POB Penomoran Surat Keputusan Rektor

1. Komputer

2. Printer

3. Kertas

4. Alat Tulis Kantor

5. Daftar Register Usulan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini maka stake | 1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
holder yang membutuhkan data informasi di Bagian Hukum dan Tata Laksana

terkait tidak terlayani dengan baik.

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR EKSPEDISI PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN
Pelaksana Mutu Baku
Perancang | Pejabat Kabag
No| Aktivitas | TOAWEAM | wnit ) gpy | gehg | Swf | Persyaratan/ |y | o > Keterangan
kerja & HTL | HTL | Perlengkapan
Pemndang— terkait BMN
undangan
Memberi draft - Draft Mulai
rancangan |I rancengan 10 Laporan

1 | peraturan e— peraturan/ s
perundang- - SK
undangan
Mencatat 4 - ATK

, | rancangan E_j - Komputer 5 menit Daftar
dalam buku - Printer ekspedisi
ekspedisi

- ATK 3
Menggandakan ! - Draft I %)::ﬂkopx
dan ——| rancangan

3 | menyampaikan Ya - J peraturan/ 2 jam ;a;:‘unrin
rancangan SKﬁ | Tanda
peraturan - Daftar g

Ekspedisi s
Memberi Masukan-
masukan- masukan

4 | masukan * . ATK N/A | untuk draft
rancangan Tidak rancangan
peraturan peraturan
Mencatat unit - ATK
kerja yang telah - Komputer E
mengembalikan E I Eﬁfr Lot

g | PETETRRE 5 menit | pemberi
peraturan dan - )
memberikan masL llmn
masukan-
masukan —
Menglfaompilasi - II‘\:TK Draft
masukan- - Komputer Paciian

| 5 ga

6 masukan Draft 10‘ A
kedalam rancangan menit S—
w—_ PRI Eom ilasi
peraturan SKA P
Mengarsipkan - ATK F{a.ncangan Selesai.

1l -

1 dokumen- Rancangan bervitons
i el | CTRING 1Jam - b andatanga
masukan dari N &
unit kerja terkait




PROSEDUR EKSPEDISI PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

NO URAIAN

1. | Serahkan draft rancangan peraturan perundang-undangan yang teiah dibuat.

2. | Lakukan pencatatan rancangan dalam buku ekspedisi secara manual.

3. | Pastikan berikan draft rancangan peraturan perundang-undangan ke pejabat yang dituju.
Buku ekspedisi diparaf sebagai tanda terima penyampaian rancangan peraturan
perundang-undangan pada pejabat terkait.

4. |Pejabat yang dituju melakukan pemarafan pada rancangan peraturan perundang-
undangan. Apabila terdapat masukan/koreksi maka direview kembali oleh penyusun
peraturan perundang-undangan.

5. | Pastikan selama proses ekspedisi penyampaian rancangan selalu catat riwayat keberadaan
rancangan agar mudah dilakukan pencarian. Laporkan setiap penyampaian dan
pengambalian rancangan peraturan perundang-undangan kepada Kasubbag HTL untuk
memberi kepastian rancangan sudah disampaikan dan diberi masukan-masukan dari
pihak terkait. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan rancangan tidak
dikembalikan, beri surat pemberitahuan untuk segera menindaklanjuti ataupun menarik
draft rancangan peraturan,

6. | Mengkopilasi masukan-masukan dari pikak terkait kealam draf rancangan peraturan

7. | Mengarsipkan dokumen masukan-msukan dari unit kerja terkait
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pZ 11 'l BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




e UPNV)/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG], |™Nomor HTL/10/19-00
DAN PENDIDIE TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA [ Tanoco Feekeif | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak. Jakarta Selatan, Daerah v
¢ Khusus Ibﬁicota Jakarta 12450 Direviu Oleh Ii(:‘;a?l::nUmum dan

POB PENOMORAN PERATURAN REKTOR

Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Untuk memperoleh keyakinan bahwa Peraturan
tentang Kearsipan Rektor telah diterima, disetujui, disahkan,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015

diadministrasikan dan dapat diedarkan sesuat
ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/81

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memahami Tata Naskah Dinas UPNV]

5. Memiliki pengetahuan tentang pengarsipan

6. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan benar
Kementerian  Riset, Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran™ Jakarta
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penomoran Peraturan Rektor 1. Komputer
2. POB Publikasi Informasi Peraturan dan 2. Printer
Perundang-undangan 3. Scanner

4. Daftar Register
5. Buku Tata Naskah

6. Tempat Penyimpanan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di
Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di
Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENOMORAN PERATURAN REKTOR

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kabag Keterangan
Rekor | UHT& |A0Dbag|  gp | Dersy “';fa‘a“/ Waktu | Output
BMN HTL erlengkapan
Mulai.
Menanda tangani Dikines .. | Instruksi/
1 Peraturan Rektor i - - disposisi
rektor
Memberi instruksi ¥ Lembar .
2 | untuk diberikan disposisi 15 menit ii?:;r:sl::/
nomor dan tanggal
3 Meminta nomor X Draft . o
15 menit | Peraturan
dan tanggal Peraturan Rakiar
-Dokumen Dokumen Selesai.
y Perturan
[ I peraturan Bakica
4 Penomoran dan rektor U'fam ypay Miiiah
penanggalan -Peraturan tata dibarl
naskah dinas e ikE
UPNV]J
tanggal




PROSEDUR PENOMORAN PERATURAN REKTOR

NO

URAIAN

Pastikan dokumen Peraturan Rektor dan draft revisi telah dibaca, ditehti, dikaji, dan
diperiksa. Jika sudah, Rektor menanda tangani Peraturan Rektor dengan tinta hitam dan
diserahan kembali kepada Kabag UHT & BMN untuk ditindaklanjuti.

Lakukan pemberian instruksi/disposisi dari Kabag UHT & BMN kepada Kasubbag HTL
untuk melakukan penomoran dan penanggalan Peraturan Rektor.

Lakukan permintaan penomoran dan penanggalan Peraturan Rektor kepada Staf.
Serahkan dokumen Peraturan Rektor yang telah ditanda tangani kepada Staf. Pastikan
berkas Surat Keputusan Rektor beserta draft revisi tetap disertakan ditumpukan belakang
sebagai arsip. Gunakan map dan diberi paperclip untuk diserahkan kepada Staf.

Pastikan dalam pemberian nomor dan tanggal;

a. sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas di Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta dan telah disepakati oleh Kasubbag HTL atau sesuai urutan
penomoran dan tidak sama dengan nomor Peraturan Rektor yang lainnya;

b. lakukan pemberian nomor dan tanggal pada Peraturan Rektor secara manual dengan
menggunakan pena tinta hitam, dapat dilthat dan terbaca dengan jelas;

c. jika sudah, dicatat dalam lembar/buku daftar register arsip;

d. apabila Peraturan Rektor dibutuhkan/dipinjam/akan digunakan oleh pihak di
lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, maka dibuat salinan
dengan menggandakan dokumen scbanyak dua salinan., Salinan Peraturan Rektor
ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan,

¢. dokumen Peraturan Rektor dengan tandatangan Rektor dan salinan dengan
tandatangan Kepala Biro Umum dan Keuangan asli, tanpa cap stempel disimpan;

f. satu salinan yang bertandatangan Kepala Biro Umum dan Keuangan diberi cap
warna biru bertuliskan Kepala Biro Umum dan Keuangan discan untuk keperluan
publikasi/diberikan kepada pihak di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, sedangkan satu salinan bertandatangan Kepala Biro Umum dan
Keuangan tanpa cap stempel disimpan sebagai arsip untuk dilakukan penggandaan
lagi apabila diperlukan;

g dalam penyerahannya, berikan satu salinan Peraturan Rektor bertandatangan Kepala
Biro Umum dan Keuangan yang bernomor, bertanggal dan bercap stempel kepada
pihak yang membutuhkan dengan menggunakan surat tanda terima atau
menuliskannya dalam buku yang disediakan sebagal bukti penyerahan.

- i
- -6“""'(‘“‘"
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pA1J BV BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




UPNVJ/POB/ROUM-

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG]I, |Nomor POB HTL/11/19-00
BANEERDID TINGGI Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN  |Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA (75,0001 Efeltif | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandal, Jakarta Selatan, Daerah v
R Eian sty i 101 Direviu Oleh I?eta?l;:numum dan

POB PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kena
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset, Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Untuk memperoleh keyakinan bahwa Surat
tentang Kearsipan Keputusan Rektor telah diterima, disahkan,

diadministrasikan dan dapat diedarkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memahami Tata Naskah Dinas UPNVJ]

5. Memiliki pengetahuan tentang pengarsipan

6. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar,

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Pembuatan Keputusan Rektor 1. Komputer

2. POB Publikasi Informasi Peraturan dan 2. Printer
Perundang-undangan 3. Scanner

4. Daftar Register
5. Buku Tata Naskah
6. Tempat Penyimpanan

aktivitas.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan | 1. Dokumen hard copy dan sofi copy di simpan di
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di
Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Pelaksana Mutu Baku e
No | Aktivitas g b UHT| Kasubbag 1,30 Staf TU | Unit | Persyaratan/ | oo -
& BMN HTL G L dan RT | Pengusul | Perlengkapan alaty, | Outpat
Keputusan Mulat.
U gt ) oputosan | 13 Jnstruksy
tangani o menit  [isposisi
Rektor
Penomeoran 4
dan Lembar 15  |nstruksi/
2 Penanggalan disposisi ORI ki3
Keputusan P
Rektor l
3 Meminta Dokumen 15 Dokumen
nomor dan keputusan . Keputusan
tanggal rektor menit g ektor
Memberi -Dokumen
Nomeor dan keputusan
tanggal pada rektor 1i h\lomor dan
4 | Surat -Peraturan tata L Tanggal
Keputusan naskah dinas
Rektor UPNVI
lgfluiz{crahkan Su'rat — Selesai.
Dokumen ferima
6 Kepufusan i 30 —
Rektor kepada 2 menit I~
- j rektor Keputusan
pihak terkait/ Rektor
pengusul




PROSEDUR PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NO

URAIAN

Pastikan Surat Keputusan Rektor sudah dikaji, diperiksa kelengkapan dan telah ditanda
tangani dengan tinta hitam sebagai bentuk pengesahan oleh Rektor. Jika sudah, diberikan
kembali kepada Kasubbag untuk ditindaklanjuti proses pengadministrasian Surat
Keputusan Rektor.

Lakukan perintah untuk penomoran dan penanggalan Surat Keputusan Rektor kepada
Staf HTL melalui disposisi agar segera dilaksanakan proses penomoran dan penanggalan
Surat Keputusan Rektor.

Pastikan berkas Surat Keputusan Rektor beserta draft revisi tetap disertakan dilampiran
belakang sebagai arsip. Gunakan map dan diberi paperclip untuk diserahkan kepada Staf
TU & RT yang melayani penomoran dan penanggalan Surat Keputusan Rektor.

Pastikan dalam pemberian nomor dan tanggal sesuai dengan ketentuan Tata Naskah
Dinas di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan telah disepakati oleh
Kasubbag HTL atau sesuai urutan penomoran dan tidak sama dengan nomor Surat
Keputusan Rektor yang lainnya. Lakukan pemberian nomor dan tanggal pada Surat
Keputusan Rektor secara manual dengan menggunakan tinta hitam, dapat dilihat dan
terbaca dengan jelas. Jika sudah, dicatat dalam lembar/buku daftar register arsip dan
digandakan. Jika Surat Keputusan Rektor akan digunakan/disampaikan kepada pihak
terkait/pengusul maka dibuat salinan dengan penggandaan dokumen. Dokumen Surat
Keputusan Rektor asli tanpa cap stempel disimpan, sedangkan salinan diberi cap stempel
Rektor untuk diberikan kepada pihak terkait/pengusul ataupun keperluan publikasi.

Lakukan penyerahan satu salinan Surat Keputusan Rektor bernomor, bertanggal dan
bercap kepada pihak terkait/pengusul dengan menggunakan surat tanda terima atau
menuliskannya dalam buku yang disediakan sebagai bukti penyerahan.
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1| LV BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




—— UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG]I, |"omor HTL/12/15-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi -
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA Tanggal Efektif 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah :
O Kbnsus Tbukota Jakarta 12450 Direviu Oleh Ka. Biro Umum dan
Kmngm

POB PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI BAHAN PUBLIKASI HUKUM

Dasar Hukum:

Tujuan :

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi Nomor 41 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan

Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan sehingga meningkatkan efektivitas dan
efesiensi  layanan  data/informasi  untuk
dipublikasikan melalui media internal maupun
eksternal  secara  kredibel dan  dapat
dipertanggungjawabkan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/81

2. Menguasai operasional komputer

3. Menguasai penyajian bahan informasi dan
publikasi

4, Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

5. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

6. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

Nasional “Veteran” Jakarta benar
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
POB Publikasi Informasi Peraturan dan 1. Peraturan dan Perundang-undangan
Perundang-Undangan 2. Komputer
3. Printer/Scanner
4. Mesin Fotocopy
5. ATK
6. Surat Pengantar
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB, maka | 1. Dokumen kard copy dan soft copy disimpan di

pengumpulan data dan pengolahan data tidak
berjalan dengan baik.

Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy disimpan di
Bagian Kearsipan

3. Disimpan sebagai data elektronik




DIAGRAM ALUR PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI KONSEP BAHAN

PUBLIKASI HUKUM
Pelaksana }P Mutu Baku
Tapalp Kabag Penyusun Pengadmini
1.8 ; g gadminis Keterangan
b i I (e LIS TP g Publikasi |  trasi [ TEREAN o | Outpur ¢
mum dan BMN bag. HTL Huk Huk Perlengkapan
Keunangan i e
Menugaskan - Disposisi
untuk l _J
mempersiapkan/
1 | menyusun data 1 Jam
dan informasi
bahan publikas:
hukum
Mengumpulkan dan - Dokumen Daftar
2 mengklasifikasikan - Komputer 2 Jam Data/
Jjenis data dan - ATK dokumen
mformasi - Printer informasi
Mengolah data - Dokumen Draft
dan menyusun - Komputer konsep
draft/konsep - ATK materi
materi informasi - Prnter bahan
3 | dan publikasi P 3Jam | publikasi
berdasarkan
klasifikasi jenis
data
e — h 4 - gokumen Tatf;;leltak
’ g - qmputer nasl
4 ;lzsslir:hs dan . Pinkes 3 Jam Ton:
- ATK gambar
- Dokumen Bahan
Memvalidasi draft - ATK publikasi
5 | materi dan surat ‘-t 1jam | tervalidasi
pesetujuan
- Dokumen Dokumen
Menandatangani - ATK publikasi
6 draft materi dan 1] disetujui
- am
surat persetujuan
publikasi
: : - Dokumen Materi
7 El?l};ﬁia(;ﬁigrwn - Komputer 15 menit Publikasi
diupload ] - Printer terupload
- ATK
- Flashdisk -Dokumen
- Folder soficopy
Mengarsipkan - Daftar -4
% | bahan publikasi » register | > ™M | pardeopy
publikasi -Data
elektronik




PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI BAHAN PUBLIKASI
HUKUM

NO URAIAN

Menerbitkan disposisi/instruksi penugaskan untuk mempersiapkan/ menyusun data dan
1. | informasi tentang produk hukum baru terkait tridharma, kepegawaian, kemahasiswaan
dan keuangan perguruan tinggi di Indonesia dan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
Mengumpulkan data berkoordinasi dengan pengadministrasi apakah materi yang akan
dipublikasi sudah pernah ada dan mengklasifikasikan jenis data/ informasi publikasi
hukum. Pubilkasi dilakukan melalui media internal dan eksternal di lingkungan UPN
“Veteran Jakarta.

Melakukan pengolahan data dan menyusun draft/konsep materi informasi dan publikast
berdasarkan klasifikasi jenis data. Apabila produk hukum, maka klasifikasi terdiri atas:
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Keputusan Menteri

Peraturan Rektor

Keputusan Rektor

Dokumen lain mengenai informasi hukum terkait tridharma, kepegawaian,
kemahasiswaan dan keuangan perguruan tinggi.

Melakukan setting /ay out ilustrasi dan naskah serta membuat surat persetujuan publikasi.
4. | Surat persetujuan publikasi diberi lampiran hasil draft’konsep layout/materi informasi

FR Mo Ao o

publikasi.
5 Meneliti, mengoreksi untuk dapat divalidasi draft materi dan surat pesetujuan dengan
" | membububkan paraf.
6 Membaca draft materi, memberi masukan-masukan, dan menanda tangani surat
" | persetujuan upload.
7 Memberi nomor, tanggal dan cap basah apabila surat persetujuan sudah diberikan dari
" | Kepala Biro Umum dan Keuangan kemudian mengupload materi publikasi
8 Materi publikasi siap diupload, dicatat atau didaftarkan dalam daftar register bahan
" | publikasi untuk dapat dilaporkan setiap bulan/setiap semesternya.
Disusun Oleh : Direviu Oleh : e Bisetujui Oleh :
Tim Biro, Ka. Biro, £ 23 ogalinr,
hy Eﬁ -':-?-; ‘wﬂ. G h-' . .- Il
— A \JM ERYXWZ g7
Cahyo Trijati Sugeng Siswanto = %7 ‘Erna Hernawati

NIP. 196308131989031001 NIP. 19610209198103 ‘I"OOSW aekror NIPY 196111141989032001



MBIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |Nomor POB HTL/13/19-00
R TING] Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tenggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA | 1,000 pravie | 22 Oktober 2010
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah .
e Cimsus Toukota Jokeria 12650 | Direviu Oleh Iét a};;:nUmum Gin
POB PUBLIKASI INFORMASI PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Dasar Hukum: Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi Nomor 41 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kena
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

6. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta No.

Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan sehingga meningkatkan efektivitas dan
efesiensi layanan data / informasi untuk
dipublikasikan melalui media internal maupun
cksternal  secara  kredibel dan  dapat
dipertanggungjawabkan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/81

2. Menguasai operasional komputer

3. Menguasai penyajian bahan informasi dan
publikasi

4. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan

kecermatan yang baik

Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

6. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

o

19 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas |  benar
Di Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
POB Pengumpulan Data dan Informasi Bahan | 1. Peraturan dan Perundang-undangan
Publikasi Hukum 2. Komputer
3. Printer/Scanner
4. Mesin Fotocopy
5. ATK
6. Surat Pengantar

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas dan  menghambat  kelancaran
informasi.

1. Dokumen hard copy dan soff copy di simpan
di Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soff copy di simpan
di Bagian Kearsipan

3. Disimpan sebagai data elektronik




DIAGRAM ALUR PUBLIKASI INFORMASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pelaksana Mutu Baku
ik Karo Kasubbag. : Kasubbag. Keterangan
i oy i d Rektor Umum dan Karo K;::%;‘;%T Hukum dan Stag,}al%] L Humas & I?:rli?rll all-;ta:i Output Waktu
Keuangan AKPK Tatalaksana Kerija sama ekap
- Lembar - Instruksi
1 | Menugaskan untuk mempublikasi I disposisi 1 Jam Mulai.
peraturan dan perundang-undangan - ATK
- Dokumen
. Peraturan
Menyiapkan peraturan-perundang- - ATK
2 >I| |
undangan - Komputer g:nrun dang v
-undangan
- Komputer -File PDF
3 Melakukan Scan/memindai dokumen N poummmm— - Sanner } it
untuk arsip HTL Il - Dokumen
Publikasi
T
4 | Burning dokumen ke dalam CD l_—’_l Komputer (B:]Eming 1 jam
- ATK Surat
S | Membuat surat pengantar upload - Komputer Pengantar | 30 menit
- Printer upload
-Surat
6 | Memvalidasi dan memparaf | 1" o ATK Szglgl?cnatj 30 Menit
diparaf
7 Menyampaikan surat pengantar i I: ATK Instruksi 30 Menit
~ -Surat
8 | Menandatangani surat pengantar publikasi l < ATK pengantar | 1Jam
_publikasi
Mengirim dokumen peraturan perundang- e .
. undangan untuk diupload = I ATE PeRgRNET | | 30 mapk
publikasi
: - ATK -Instruksi/
Menerima surat permohonan upload e 4
L peraturan-perundang-undangn E émLzI;il;fr Wi | ¥ Sy
Mengunggah (upload) dokumen Informasi -Data
11 | dan Publikasi Peraturan dan Perundang- o _I Komputer elektronik | 30 menit
undangan di websife UPNV]
Mengelola dokumen publikasi dan © ATK Laporan
12 | informasi l i' -Komputer dokumen | 30 menit Selesai.




PROSEDUR PUBLIKASI INFORMASI PERATURAN DAN PERUNDANG-

UNDANGAN

NO

URAIAN

Pastikan segala informasi publikasi peramfan dan perundang-undangan telah selesai
dibuat, diplenokan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk kemudian dibuatkan
disposisi. '

Pastikan peraturan perundang-undangan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta yang akan
dipublikasi adalah salinan peraturan asli dengan tanda tangan Kepala Biro Umum dan
Keuangan yang bercap basah.

Lakukan Scan/memindai dokumen peraturan dan perundang-undangan untuk arsip HTL
dengan format .pdf. Seluruh hasil scan dokumen dikumpulkan menjadi satu dalam suatu
folder kumpulan peraturan dan perundang-undangan.

Periksa tempat penyimpanan file (CD) tidak rusak, tidak ada isi file lain di dalamnya dan
dapat dibuka di komputer. Hal yang perlu diperhatikan dalah :
a. Lakukan burning dokumen ke dalam 2 buah keping CD kosong
b. Beri label judul pada kepingan CD sesuai isi sebagai pembeda yang disertai tanggal
c. Kepingan CD yang telah diburning dimasukan dalam tempat CD kertas. Satu CD
digunakan sebagai arsip HTL dan satu CD sebagai lampiran surat pengantar
publikasi.
d. _Beri label judul pada tempat CD, sesuaikan dengan isi kepingan CD.

Pastikan draft surat pengantar upload ditujukam kepada Karo AKPK dengan tembusan
ditujukan kepada para Wakil Rektor dan Rektor. telah diperiksa, diparaf oleh Kasubbag
HTL, Kabag UHT & BMN dan ditanda tangan Karo Umum dan Keuangan a.n Rektor.

Lakukan pemeriksaan surat pengantar untuk memvalidasi dokumen peraturan yang akan
diupload dan memparaf surat pengantar yang telah disetujui.

Pastikan surat pengantar yang telah diparaf diterima dan dibuat surat pengantar asli tanpa
paraf untuk ditandatangan Karo Umum dan Keuangan.

Lakukan penandatanganan setelah surat pengantar diterima dan diperiksa.

Pastikan surat pengantar asli bertandatangan yang diterima kembali harus melalui proses
penomoran dan penanggalan surat. Surat pengantar digandakan untuk arsip, staf HTL,
para tembusan surat dan Karo AKPK yang dituju. Surat pengantar asli tanpa cap basah
digunakan untuk arsip, disimpan bersama dengan draft surat pengantar berparaf dan
sebuah lampiran berisi kepingan CD. Surat yang akan diedarkan diberi cap basah.

10.

Pastikan penyerahan surat pengantar dilampirkan satu buah lampiran berisi kepingan CD
dan menandatangani surat tanda terima sebagai bentuk bukti penyerahan.

11

Lakukan pemantauan proses upload/pengunggahan dokumen informasi dan publikasi
peraturan dan perundang-undangan pada website UPN “Veteran” Jakarta apakah telah
dilakukan maksimal 2 hari setelah surat diterima.

12.

Menyusun dokumen publikasi dan informasi dalam bentuk laporan.

—
o '\"':.*c

o ‘|0l001. 04'..
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pAIJ VB BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Unriversitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian
UPN “Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007

_ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola
Penyuluhan Hukum

6. Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015

N POB UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGIL, |7o™°F HTL/14/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | TanggalRevisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA Tanggal Efektif 22 Oktober 2019
71 RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daereh :
’ waKhusus Ibuui;otaa?akam 12450 Direviu Oleh If - Tiew |
euangan
POB PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG
Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Untuk digunakan sebagai sarana cara

penyampaian informasi hukum, melaksanakan
penyuluhan agar diselenggarakan dengan baik,
tepat sasaran dalam meningkatkan kesadaran
hukum, disiplin maupun tata tertib dengan tertib
secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan
dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

5. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

6. Mengetahui informasi mengenai hukum,

tentang Organisasi dan Tata Kerja peraturan dan perundang-undangan
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta
7. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 019 Tahun 2016 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan UPN “Veteran”
Jakarta,
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penyuluhan Hukum Tidak Langsung 1. Komputer
2. POB Publikasi Informasi Peraturan dan |2. Printer
Perundang-Undangan 3. Scanner
3. POB Laporan Evaluasi Penyuluhan Hukum 4. ATK
dan Bantuan Hukum
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan | Dokumen dicatat dan disimpan :
tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan | 1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
aktivitas dan  menghambat  kelancaran di Bagian Hukum dan Tata Laksana
informasi.

2. Dokumen hard copy dan sofi copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG

Pelaksana Mutu Baku
N Aktivitas Kepala Biro Kabag Keterangan
i s Rektor | Umumdan | Narasumber | UHT & K“&'};{"‘g SfHTL | porsyaratan |y, Output
Keuangan BMN cRAgRis
Menyusun proposal perencanaan Mulai

1 | penyuluhan hukum langsung/sosialisasi | | Koordinasi 30 menit | Instruksi
peraturan
Mengumpulkan bahan  peraturan dan - ATK O —
perundang-undangan persiapan penyuluhan - Komputer 2 iam diions-r

2 | hukum langsung untuk kelengkapan » | - Print J Py

b T , hukum
proposal - Data materi
Menelaah proposal perencanaan, .

3 menentukan narasumber dan memparaf | e s | Qr(l)gdinasi 30 menit ?Taztrgomsal
draft proposal penyuluhan hukum langsung cIp
Menerima prqpogal penyuluhan hukum n ATK | —

4 | langsung/sosialisasi peraturan  untuk . 30 menit

: L bertandatangan
ditanda-tangant
3 \ .

5 Proses persetujuan p.ro;')osail penyuluban tidak ATK 30 menit Draft proposal
hukum langsung/sosialisasi Peraturan S bertandatangan
Disposisi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum/ va .. | Disposisi/

6 sosialisasi peraturan ':J RA% L3l Instruksi
Menyusun persiapan pelaksanaan , A .

7 | penyuluhan hukum langsung/Sosialisasi | , ATK 15 menit o " ocklist

persiapam
Peraturan v
= Penetapan
8 | Koordinasi dengan narasumber | }“ ATK 15 menit | bhari, tanggal,
waktu
Mengedarkan undangan bagi peserta dan L ATK Tands 3 s
- i penyampaian
9 | narasumber penyuluhan hukum | X 1 jam
i - Komputer surat
langsung/sosialisasi peraturan
undangan

10 Pelaksanakag kf:glgtan Penyuluhan Hukum le - ATK 3 jom Materi

langsung/sosialisasi peraturan e - Komputer penyuluhan
- ATK .
Ih | ey lopoem G - Komputer Diimi | Lapitn




PROSEDUR PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG

NO

Buat konsep materi penyuluban/sosialisasi, panitia, susunan acara, jadwal dan tempat dimana
acara akan diselenggarakan dalam bentuk draft proposal perencanaan penyuluhan hukum
langsung/sosialisasi peraturan.
Tentukan materi dan penyuluhan hukum yang akan dilakukan. Penentuan materi didasarkan hasil
evaluasi, dinamika perkembangan yang terjadi, peta permasalahan hukum, produk hukum terbaru
sesuai kepentingan dan kebutuhan tridharma/kepegawaian/kemahasiswaan di lingkungan UPN
“Veteran” Jakarta. Penyulubhan hukum langsung dapat melalui :
a. Ceramah, suatu informasi yang disampaikan seseorang kepada para peserta secara lisan
b. Seminar, sebuah bentuk pengajaran yang diberikan secara khusus untuk membahas suatu
topik tertentu dimana yang menjadi pembicaranya adalah para ahli atau pakar yang jalan
seminarnya dipandu oleh moderator,
¢. Sosialisasi, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati
oleh banyak orang.
d. Bimbingan teknis atau workshop, merupakan pertemuan untuk membahas masalah praktis,
memecahkan masalah tertentu, mengajari dan mencari solusinya.
e. Diskusi ilmiah hukum, merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu
masalah.

Mengumpulkan materi, bahan peraturan dan perundang-undangan persiapan penyuluhan hukum
langsung untuk kelengkapan proposal. Susun draft proposal hingga menjadi satu kesatuan dan
diperiksa kembali oleh Kasubag HTL.

Periksa proposal perencanaan, menentukan/menyetujui narasumber terkait materi dan memparaf
draft proposal penyuluhan hukum langsung.

Proposal penyuluhan hukum langsung/sosialisasi peraturan ditanda-tangani dan diberi stempel
cap basah.

Buat keputusan apakah proposal acara layak dilaksanakan setelah diperiksa dan ditelaah. Apabila
masih ada kekurangan/koreksi/masukan maka proposal dikembalikan untuk melalui proses
revisi. Apabila disetujui, maka proposal ditandatangani untuk segera ditindaklanjuti/dilaksanakan.

Lakukan pembuatan disposisi untuk segera melaksanakan penyuluhan hukum/ sosialisasi
peraturan.

Koordinasi untuk melakukan segala persiapan. Membuat surat permintaan menjadi pembicara
yang ditujukan kepada pemateri/ahli/narasumber yang disepakati dan lakukan pengadministrasian
surat sesuai tata naskah dinas.

Lakukan koordinasi dengan narasumber. Narasumber merupakan orang yang mempunyai
pengetahuan dan keahlian di bidang hukum, menyapaikan informasi dan menjelasakan tentang
materi yang disuluhkan secara jelas dan benar. Apabila narasumber bersedia, maka dapat
dilanjutkan persiapan penyuluhan. Narasumber yang menyanggupi dapat menggunakan
penyuluhan hukum dengan pendekatan :
a. Persuasif, yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya mampu meyakinkan
orang/peserta yang disuluh
b. Komunikatif, yakni penyuluh hukum mampu berkomunikasi dengan peserta dan
menciptakan suasana akrab, terbuka dan dapat memberikan timbal balik dengan baik
¢. Akomodatif, yaknki penyuluh hukum harus mampu menampung, memberi jalan pemecahan
atau solusi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Lakukan pembuatan segala persuratan yang dibutuhkan Buat surat undangan dimulai dari
membuat draft hingga pemberian nomor surat, distempel cap basah, penggandaaan, dan
mengedarkan undangan bagi peserta, narasumber penyuluhan hukum dan penyedia tempat/mitra
kerjasama.

10.

Pelaksanaan penyuluhan hukumvsosisalisasi peraturan dengan mengecek segala kelengkapan
acara hingga selesai. Lakukan dokumentasi dan pencatatan selama acara untuk keperluan artikel
yang akan dipublish/laporan.

Il

Buat laporan pertanggungjawaban penyuluhan hukum yang ditanda-tangani oleh Rektor dan
arsipkan.

Disusun Oleh : Direviu Oleh :
Tim [iro, Ka. Biro,

. S

Cahyo Trijati Sugeng Siswanto &
NIP. 196308131989031001 NIP. 196102091981031 -
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== UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |omor HTL/15/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA 1,000 prie | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah .
e Kisasus Toukots Jakart 12450 Direviu Oleh ll((;:g:numum dan

POB PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang
Pola Penyuluhan Hukum

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan  Nasional
“Veteran” Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Untuk digunakan scbagai sarana cara
penyampaian informasi hukum, melaksanakan
penyuluhan agar diselenggarakan dengan baik,
tepat sasaran dalam meningkatkan kesadaran
hukum, disiplin maupun tata tertib dengan tertib
secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan
dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.,

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

benar

Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

6. Mengetahui informasi mengenai hukum,
peraturan dan perundang-undangan

o

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penyuluhan Hukum Langsung 1. Komputer
2. POB Publikasi Informasi Peraturan dan | 2. Printer
Perundang-undangan 3. Scanner
3. POB Laporan Evaluasi Penyuluhan Hukum | 4. ATK
dan Bantuan Hukum
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan | Dokumen dicatat dan disimpan :

tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas dan  menghambat  kelancaran
informasi.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di
simpan di Bagian Hukum dan Tata
Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di
simpan di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG

Pelaksana Mutu Baka
No Aktivitas Kepala Biro Unit/ Keterangan
Rektor Umunm dan instansi Kasl: ﬂ;;g;IJNm Kaslelllgll‘; a8 Staf HTL ;’: rﬁi{'ﬁa{i Waktu Output
Keuangan terkait P
Menyiapkan penyuluhan hukum tidak langsung Mulai
(poster/plakat, brosur, spanduk, flyer, leaflet,
1 running text, bookiet, media elektronik/ audio- l i Koordinasi 15 menit | Instruks:
visual, dialog interaktif, majalah atau bentuk
lain)
- ATK Draft rancangan
Mengumpulkan materi bahan  peraturan - Komputer bentuk media
2 perundang-undangan dan membuat rancangan I | - Print 2 jam penyuluhan
bentuk media penyuluhan tidak langsung - Data materi hukum t:dak
langsung
Draft materi
Menelaah rancangan bentuk media penyuluhan - ATK 30 & penyuluhan
3 | tdak langsung dan menentukan kerja sama. N |, - Koordinasi Met | hukum tidak
A o il langsung
ATK Draft dokumen
Menelaah dan memparaf surat persetujuan dan matenl il
4 lampiran draft bentuk media penyuluhan hukum ]I l': 30 menit gziyu ;:k
tidak langsung I -l
angsung
terparaf
Menerima draft surat persetujuan dan lampiran 3 ATK dokumen materi
5 draft bentuk media penyuluhan hukum tidak E:l 15 cumdl penyuluhan
langsung untuk diparaf ; hukum tidak
langsung diparaf
dokumen materi
5 Menanda tangani materi penyuluhan hukum <V> tidak ATK 30 menit ﬁill:yulr:utl:;:k
tidak langsung L
angsung
ditandatangan
Kabiro Umum & Keuangan memerintahkan . Disposisi/
7| Kabag UHT & BMN untuk ditindaklanjuti ya > MK sl
Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tidak |
b | peny q ATK N/A | Laporan
y = -
9 | Mencetak dan menggandakan I—_—‘j ATK 13 menit gllsstﬁlsclsilj
Mempublikasikan materi penyuluhan hukum v - Komputer Medlal}:ﬁnmk Selesai
10 | tidak langsung melalui media internal maupun l I - Prnter 1 jam gerliyu (?:k
eksternal - Fotocopy g
langsung




PROSEDUR PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG

NO

URAIAN

Lakukan koordinasi untuk melaksanakan disposisi pelaksanaan penyuluhan hukum tidak
langsung. Tentukan media yang akan digunakan apakah berupa gambar/foto/grafik/teks, dimana
media akan dipublikasi apakah media internal atau media eksternal, dan ditujukan kepada siapa
penyuluhan hukum.

Dapatkan selurish sumber materi bahan peraturan dan perundang-undangan/produk/berita hukum
terbaru. Lakukan pembuatan draft/rancangan/konsep bentuk media penyuluban tidak langsung
yang telah ditentukan. Hitung biaya perkiraan pencetakan/publikasi dengan pihak/mitra lain. Buat
surat pengantar dengan disertai lampiran draft rancangan. Lampiran konsep desain dapat
disimpan dalam kepingan CD dan hardcopy.

Penyusunan rancangan dilaksanakan dengan metode pendekatan :

a. Persuasif, harus mampu menyakinkan sasaran yang dituju

b. Edukatif, harus berisi informasi yang mendidik

¢. Komunikatif, penggunaan bahasa yang digunakan dapat dipahami dan menarik.

Periksa draft rancangan bentuk media penyuluhan tidak langsung dan tentukan kerja sama apabila
diperlukan dengan pihak lain untuk dapat ditindaklanjuti dengan membuat surat pengantar/surat
kerja sama. Pastikan kesepakatan atau kesanggupan kerja sama dapat dilakukan dengan
mitra/pihak lain.

Lakukan telaah, koreksi/masukan dan apabila disetujui maka surat persetujuan dan lampiran draft
bentuk media penyuluhan hukum tidak langsung diparaf.

Pastikan berkas draft surat persetujuan dan lampiran draft bentuk media penyuluhan hukum tidak
langsung lengkap untuk dapat diparaf. Buat surat persetujuan asli tanpa paraf kepada Rektor.

Penandatanganan pada surat persetujuan penyuluhan hukum tidak langsung dan memberi
disposisi untuk melaksanakan penyuluhan.

Memberi disposisi dari Kabiro Umum & Keuangan untuk Kabag UHT & BMN agar segera
dilaksanakan.

Ka. Bag UHT daan BMN memberikan arahan ke subbag HTL untuk mempersiapkan pelaksanaan
kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung,

Lakukan pencetakan, penggandaan dan penyebaran/pendistribusian media yang telah disetujui
maupun disepakati bersama pihak/mitra lain. Kumpulkan bukti pengeluaran (nota) dari
pihak/mitra lain sebelum menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

10.

Publikasikan materi penyuluhan hukum tidak langsung melalui media internal maupun eksternal
dan melakukan pengawasan selama penyuluhan berlangsung,

Disusun Oleh : Direviu Oleh : s Drsﬁtq ui Oleh :

Tim Biro, Ka. Biro, ( ;ﬁ‘ | ﬂ* ﬁReigjqr
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» o UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |™omor HTL/16/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi g
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATALAKSANA 10000 Bfeksif 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah .
i waKhusus Ibluli(otln Jakarta 12450 Direviu Oleh Ié(a Biro Umum dan
euangan

POB LAYANAN BANTUAN HUKUM

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian
UPN “Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017

Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan
bantuan hukum dan digunakan sebagai sarana
metode tata urutan dari pelaksanaan kegiatan,
meningkatkan efisiensi, evaluasi organisasi,
pengawasan dan menjamin konsistensi proses
kerja yang sistematik.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pendididkan minimal S1 Hukum;

2. Menguasai operasional komputer,

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik;

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting;
dan

5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

tentang Statuta Universitas Pembangunan benar.
Nasional “Veteran” Jakarta
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penomoran surat keputusan 1. Komputer
2. POB Kearsipan 2. Printer
3. POB Pendampingan Hukum 3. Scanner
4. Kertas

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
proses layanan bantuan hukum akan terganggu.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Hukum dan Tata Laksana

2.Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR LAYANAN BANTUAN HUKUM

kepada kiien untuk menyelesaikan

Pelaksana Mutu Baku
i Kepala Keterangan
Na Aktivitas - Warek Kepalifixe Bagian B Tim Bt Persyaratan/ :
Klien Rektor i Umum dan Hukum & Subbag. Waktu Output
Terkait UHT & LKBH Perlengkapan
Keuangan BMN TL ATL
Mulai.
Menyampaikan permohonan bantuan
1 N/A
hukum
[ -Alat tulis
g 1 -Komputer Disposisi
g /[ [IRERPERA S O AR s |i_| ~Koneksi 10 menit | /Etakah
ukum dan membuat disposisi rae—
-Kertas
. . -Komputer
Menindaklanjutkan permohonan kepada 1 Pebin " T g
; . r 10 menit | Disposisi
3 | Kepala Biro Umum dan Keuangan i e P
. . -Komputer
b adfl:(r:lgoordmamkan persiapan bantuan EL—l Bl 10 menit | Disposisi
i -Alat tulis
M e b b -Kertas
o i e ™ -Alat tulis 10 menit | Disposisi
-Flash disk
r‘— D
Menyiapakan administrasi layanan < -Komputer 2 ; ;ta da.n'
. bantuan hukum -Email Jam informasi
perkara
Menyusun dokumen kelngkapan perkara, ,
dan memberikan rekomendasi jenis l— -Komputer Kelengkapan
7 | bantuan hukum yang diinginkan klien ke -Fasilitas 1 hari dokumen
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Email perkara
Hukum (KLBH) UPN “Veteran” Jakarta
LKBH Memeriksa kelengkapan tidak - Alat tulis . Dokumen
8 | dokumen N - Kertas L bt perkara
Tim Lembaga Konsultasi dan Bantuan va Printer Selesai.
9 Hukum memberikan pendampingan C -Komputer N/A  p—

permasalahan hukum klien




PROSEDUR LAYANAN BANTUAN HUKUM

NO

URAIJAN

Pastikan pemohon/unit kerja/pegawai mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi
sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan
yang dimohonkan dengan melampirkan daftar/informasi/data bukti/keterangan
pendukung perkara secara benar bersama dengan surat permohonan banfuan hukum
mengenai masalah/perkara yang dihadapi. Berikan penjelasan tentang ruang lingkup
pelayanan bantuan hukum dan persyaratan untuk mengakses bantuan hukum.

Surat permohonan bantuan hukum beserta daftar/informasi/data bukti pendukung dari
pemohon/klien dapat ditindaklanjuti melalui disposisi.

Menindaklanjutkan permohonan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk
memproses surat permohonan tersebut.

Memberikan pengarahan kepada tim layanan bantuan hukum yang akan menangani
perkara. '

Pastikan menerima surat permohonan beserta lampiran pendukung perkara, melakukan
telaah peribal kasus yang sedang dihadapi, memberi konsultasi hukum dan membuat
jawaban konsultasi hukum kepada pemohon/klien atas permasalahan hukum yang
diajukan. Pemberiaan telaah, pertimbangan hukum dan bantuan hukum meliputi
penanganan kasus pelanggaran disiplin kepegawaian, perijinan, dan penyelesaian status
hukum tanah/sertifikat tanah maupun penyelesaian sengketa perdata, pidana, dan/atau tata
usaha negara. Tim LKBH UPNVJ memberi jawaban menerima atau menolak
permohonan/konsultasi bantuan hukum apakah layak atau tidak untuk diproses lebih
lanjut dalam ranah peradilan. Apabila permohonan bantuan hukum diterima, LKBH
UPNVJ memberi bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon. Jika hal
permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan
penolakan.

Lakukan pengolahan data dan informasi dan penyusunan hasil telaah dan pertimbangan
hukum serta membuat surat tugas untuk LKBH UPNV] jika permohonan disetujui untuk
diproses lebih lanjut. Membuat surat jawaban maupun surat undangan pemanggilan klien
untuk berkoordinasi. Hasil telaah maupun surat-surat dikoreksi oleh Kasubbag Hukum
dan Kerjasama. Apabila Biro Umum dan Keuangan menyetujui hasil telaah dan
pertimbangan hukum maka tembusan surat jawaban dilaporkan kepada Rektor untuk
dikirim kepada pemohon. Apabila dibutuhkan, Rektor mendisposisikan kepada Wakil
Rektor untuk memerintahkan Karo Umum dan Keuangan menunjuk Kasubag Hukum dan
Tata Laksana mengirim utusan untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam kasus tertentu.

Periksa dokumen kelengkapan perkara dan memberikan rekomendasi jenis bantuan
hukum yang diinginkan oleh pemohon.

Pastikan seluruh dokumen kelengkapan perkara lengkap untuk dikaji. Apabila data
pendukung tidak mencukupi, maka berkas dokumen perkara dikembalikan kepada
Kasubag Hukum dan Tata Laksana. Pemohon/klien dapat hadir untuk memberikan
pernyataan atau penjelasan apabila dibutuhkan.

Tim Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum memberikan pendampingan kepada klien
untuk menyelesaikan permasalahan hukum klien

o
e
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= B UPNVI/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |™omer HTL/17/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA | 1a1000t Efeli 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah .
a wa](.husus Ibllfkota Jakarta 12450 Direviu Oleh Ka. Biro Umum dan
Keuangan

POB PENDAMPINGAN HUKUM

Dasar Hukum: Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 | Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan
tentang Pelayanan Publik pendampingan hukum dan digunakan sebagai

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 | sarana metode tata urutan dan pelaksanaan
tentang Bantuan Hukum kegiatan, meningkatkan efisiensi, evaluasi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 | organisasi, pengawasan dan  menjamin

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian
UPN “Veteran” Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

konsistensi proses kerja yang sistematik.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pendidikan minimal S1 Hukum;

2. Menguasai operasional komputer,

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik;

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting;
dan

5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan

Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 [  benar.

tentang Statuta Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penomoran Surat keputusan 1. Komputer
2. POB Kearsipan 2. Printer
3. POB Layanan Bantuan Hukum 3. Scanner

4. Kertas

5. Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan
proses layanan bantuan hukum akan terganggu.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di
Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di
Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PENDAMPINGAN HUKUM

Pelaksana Mutu Baku
TRl Kepala Biro | Kepala o ;
LupLa Warek Umum dan | Bagian Tim ersyaratan
Terkait Kenanagan | UHT & LKBH Stat HEL Perlengkapan Sk e Krieraiiag
BMIN
Klien mendapat persetujuan - Surat - Surat .
permohonan layanan bantuan - Formulir N/A | -Formulir Mulai
hukum
Tim LKBH menyusun legal - Komputer Dokumen
opinion untuk setiap kasus yang -ATK K
Sl docmode micxdi- halm 'E_:[ 2 Jam | berkas perkara
gelar perkara.
A k—um
T esdio PN Disposisi/
Mendampingi klien dan proses gelar 1 Jam Bt e
mengadakan gelar perkara perkara &
-Komputer
Menyiapkan dokumen perkara I -Printer 1 Hari Dokumen
hukum yang diperlukan -Alat tulis berkas perkara
Proses Penyelesaian hukum t]?ecl"kas - N/A Berita acara
dengan klien < o persidangan
Dokumen Dokumen
Monitoring perkembangan selama ey N/A Progres
pendampingan hukum pendampingan
hukum
Menyusun laporan data -gash disk ‘ Data dan
penanganan kasus setelah > -K.omputer 8 jam | informasi
penyelesaian hukum perkara
Menerima | an hasil PR
i v - “ -Dokumen 1jam | Laporan
penyelesatan bantuan hukum prkoe
Mengarsipkan laporan bantuan i 1 ! I -Komputer Laporan 4
hul > - ATK 1 Jam diarsip Selesat




PROSEDUR PENDAMPINGAN HUKUM

NO URAIAN . ;
1 Mendapat konfrimasi/surat/arahan bahwa permohonan layanan bantuan hukum telah
" | disetujui untuk diproses lebih lanjut.
Melakukan penyusunan legal opinion untuk setiap kasus yang ditangani untuk menjadi
2 bahan gelar perkara. Legal opinion bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi
" | kasus, peraturan perundang-undangan yang terkait, gambaran awal tentang proses
pemberian bantuan dan pendampingan hukum.
Memastikan gelar perkara diadakan dengan tujuan untuk mempertegas posisi kasus,
3 menganalisis kasus, bukti-bukti pendukung, membahas strategi bantuan hukum yang
" | akan diberikan, merencanakan kegiatan-kegiatan selama proses pendampingan hukum
dan pembagian tugas dalam penanganan kasus untuk dibuat notulensi gelar perkara.
d Mempersiapan dokumen perkara hukum yang diperlukan serta menyelesaikan segala
" | bentuk pengadministrasian pendampingan hukum.
Melakukan pendampingan hukum selama proses Penyelesaian hukum dengan klien.
a. Pendampingan hukum pada klien dalam perkara pidana dilakukan dengan cara :
1. Pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
pengadilan agar hak-hak klien terpenuhi
2. Membuat eksepsi, duplik, dan pledoi untuk pembelaan klien
3. Menghadirkan bukti, saksi atau ahli dalam persidangan
4. Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan
kepentingan dan permintaan klien
b. Pendampingan hukum dalam perkara perdata/tata usaha dilakukan dengan cara:
1. Membuat surat gugatan dan didaftarkan ke pengadilan/Pengadilan Tata Usaha
Negara
- 2. Mendampingi dan mewakili klien dalam proses dismissal, mediasi dan
pemeriksaan di pengadilan

3. Membuat replik, surat jawaban dan kesimpulan untuk pembelaan klien

4. Menghadirkan alat bukti, saksi atau saksi ahli dalam persidangan

5. Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjavan kembali sesuai
kepentingan dan permintaan klien

¢. Pendampingan hukum dalam perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi dilakukan

dengan cara :

1. Membuat surat permohonan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi
2. Mendampingi dan mewakili dalam proses persidangan

3. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau saksi ahli

4. Membuat kesimpulan guna kepentingan klien.

Melakukan monitoring perkembangan selama pendampingan hukum agar terlaksana

% sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak klien.
Pastikan susunan dokumen laporan data penanganan kasus setelah penyelesaian hukum
memenuhi standar dan kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan Tata Naskah
7 Dinas UPN “Veteran” Jakarta. Catat dan simpan riwayat pendampingan, penanganan
" | perkaara, dokumen hukum terkait penanganan perkara (keputusan, pengantar alat bukti,
surat dakwa’an, surat tuntuan, surat pembelaan, keterangan saksi maupun ahli, putusan
pengadilan dan berkas lainnya)
3 Lakukan pemarafan atau tanda-tangan pihak-pihak terkait pada dokumen laporan dan
" | berikan sebagai arsip laporan.
9. | Lakukan pengarsipan dokumen laporan bantuan hukum.,
Disusun Oleh : Direviu Oleh : " == Disetujui Oleh:
Tim Biro, Ka. Biro, F o M DT
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p 1) L' BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




e UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |™°mor HTL/18/19-00
. DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi -
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATALAKSANA | Tgno0al Bfektif | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah .
e e Thuileota Takat 1y 12490 Direviu Oleh é(a Biro Umum dan
euangan

POB LAPORAN EVALUASI PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN
HUKUM

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
' tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang
Pola Penyuluhan Hukum

5, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja

Untuk digunakan dalam meningkatkan kualitas
akuntabilitas kinerja, sebagai panduan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan dengan baik dan
benar serta sesuai dengan peraturan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

5. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

6. Mengetahui informasi mengenai hukum,

Universitas  Pembangunan  Nasional peraturan dan perundang-undangan
“Veteran” Jakarta
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Penyuluhan Hukum Langsung 1. Komputer
2. POB Penyuluhan Hukum Tidak Langsung 2. Printer
3. POB Bantuan Hukum 3. Scanner
4 ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini mengakibatkan | Dokumen dicatat dan disimpan :

tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan
aktivitas.

1. Dokumen hard copy dan soff copy di
simpan di Bagian Hukum dan Tata
Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di
simpan di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR LAPORAN EVALUASI PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Pelaksana Mutu Baku
3 Kepala
. Wakil : Kaba Keterangan
No Aktivitas S
Rektor | Rektor Um’:‘“’ | UHT & Hasubbas | Staf HITLL 1 "‘i*y‘"::"'“’ Waktu | Output
Terkait T BMN by oot
Keuangan
Kabag UHT & BMN memerintahkan untuk Mulai
1 menyusun  laporan evaluasi pelaksanaan | Koordinasi 15 menit | Instruksi
penyuluhan dan bantuan hukum
Persiapan  penyusunan laporan  evaluasi ‘L__‘ ATK QOutline
2 kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan bantuan | I 15 menit | draft
hukum laporan
Mengumpulkan  bahan/data  penyusunan Tidak . 1 i&);puter 2 jam Draft
3 i - - AT
laporan evaluasi - Printer laporan
o - ATK
1 -
Menerima, memeriksa, dan mengoreksi draft ; Dl
4 | laporan evaluasi untuk diparaf > “ pesyubyhiz | o
Ya & bantuan diparaf
hukum
Memeriksa dan mengoreksi draft laporan Tidak ATK Draft
5 evaluasi untuk diparaf ><> ¢ 1 jam laporan
4 diparaf
Kabiro Umum dan Keuangan menenma, L
. . P d laporan
mengoreksi dan menandatangani hasil laporan P i
6 il <+ ATK 1 jam yang
Ya ditandatang
ani
7 Laporan disampaikan ke Rektor lj | ATK 1 jam {)okumen
aporan
Menerima laporan evaluasi penyuluhan hukum
8 |dan bantuan hukum yang sudah ditanda [ ATK 15 menit | Laporan
tangani — 3
Menggandakan dan mengarsipkan dokumen E - ATK Lavoran di Selesat.
9 laporan evaluasi penyuluhan hukum dan [ - Komputer 30 menit Ars:)
bantuan hukum - Lemari arsip P




PROSEDUR LAPORAN EVALUASI PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN
HUKUM

NO URAIAN

1. | Memberi perintah kepada Subbag HTL untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan
penyuluhan dan bantuan hukum tiap semesternya untuk dilaporkan sebagai upaya
memperbaiki dan penyempurnaan kegiatan sehingga lebih efektif, efisien dan mencapai
fujuan vang ditetapkan.

2. | Pastikan melakukan persiapan penyusunan laporan evaluasi kegiatan pelaksanaan
penyuluhan dan bantuan hukum dengan koordinasi atau memberi instruksi.

3. | Dapatkan seluruh sumber bahan/data/informasi/dokumen soficopy dan hardcopy
rangkaian setiap kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dalam waktu satu
semester untuk dikonsep draft laporan.

4. | Periksa dokumen dan konsep draft laporan evaluasi. Beri saran atau tambahan sebagai
masukan.

Draft laporan berdasarkan sumber yang didapatkan dengan memperhatikan :

uraian hasil capaian/keberhasilan yang telah dilakukan

bandingkan antara kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan
cantumkan kendala/hambatan/hal lain yang perlu dievaluasi

mengapa harus dievaluasi bagaimana solusi dari permasalahan tersebut atau saran
yang membangun untuk program atau pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum
berikutnya

5. | Periksa apakah input/masukan, proses, jadwal/tempat pelaksanaan, dan output/hasil
keluaran sesuai dengan rencana. Draft laporan evaluasi untuk diperiksa dan dikoreski

RO O

sebelum diparaf .

6. | Kabiro Umum dan Keuangan menerima, mengoreksi dan menandatangani hasil laporan
evaluasi.

7. | Pastikan Rektor mengetahui hasil laporan evaluasi penyuluhan hukum dan bantuan
hukum.

Laporan yang sudah ditandatangani dikembalikan untuk keperluan pengarsipan.
9. | Lakukan penggandaan dari dokumen laporan asli bertandatangan. Laporan asli diberi cap
basah sesuai tata naskah dinas UPN “Veteran” Jakarta. Catatkan dalam dafiar register

laporan. Arsipkan dokumen laporan evaluasi penyuluhan hukum dan bantuan hukum
bersama dengan salinannya.

'__‘,- —- \

Disusun Oleh : Direviu Oleh : i Disctujui Oleh
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A1) L'l BIRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




— UPNVI/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGH, |omer HTL/19/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan | 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Tanggal Revisi .
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA [0 o000 Efeltif | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah -
: waKhusus Iblnl'kot; Jakarta 12450 = Direviu Oleh II((B Biro Umum dan
euan&an

POB PEMUTAKHIRAN ARSIP DOKUMEN PERATURAN

Dasar Hukum:

Tujuan :

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Untuk pengendalian proses layanan sesuai
dengan ketentuan, menjamin terpenuhinya baku

mutu standar layanan, menciptakan tertib
administrasi dan menjamin akuntabilitas
organisasi.

Kualifikasi Pelaksana:

1. SMA/D3/81

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

5

Kementerian  Riset, Teknologi  dan | 5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
Pendidikan Tinggi benar
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta
6. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POB Pembuatan Peraturan Rektor 1. Komputer
2. POB Penomoran Peraturan Rektor 2. Printer
3. POB Pelayanan Kebutuhan Arsip Peraturan | 3. Kertas
4. Alat Tulis Kantor
5.Lemari Arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan POB ini maka | 1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
stakeholder yang membutuhkan data informasi | di Bagian Hukum dan Tata Laksana

terkait tidak terlayani dengan baik.

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PEMUTAKHIRAN ARSIP DOKUMEN PERATURAN

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas gg;ai Kasubbag Staf HTL Persyaratan/ Waktu Ot Keterangan
BMN HTL Perlengkapan P
Menginstruksikan Disposisi Instruksi Mulai
untuk pemutakhiran [ }
1 | arsip dokumen 10 menit
peraturan
- ATK Draft daftar
Mengidentifikasi - Komputer arsip dokumen
2 | dokumen arsip - Printer 30 menit | peraturan
peraturan - Dokumen
peraturan
Mendeskripsikan - ATK Label arsip di
3 | pemutakhiran arsip y - Komputer 15 menit | folder
dokumen peraturan | | - Printer
Merancang skema - ATK Skema
4 penataan arsip 3 - Kertas I} pa— penataan arsip
dokumen peraturan
Mengklasifikasikan - ATK Taknlompele:
P - Komputer .. | nya Arsip
5 | arsip dokumen Ej : 30 menit
- Printer dokumen
peraturan
peraturan
- ATK Daftar
Membuat daftar I - Komputer Pemutakhiran
6 ger;;xtakhiran arsip - Daftar ljam | Arsip
okumen peraturan dokumen dokumen
peraturan peraturan
Validasi daﬁar Daftar arsip Selesai.
pemutakhiran dan | - > - - ATK ; Dl
7 i < L ; 1 jam peraturan
penyimpanan arsip - Daftar arsip tatliel e

dokumen peraturan

folder




PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DOKUMEN PERATURAN

NO

URAIAN S

Menginstruksikan untuk menyusun dokumen yang dilakukan secara berkala. Dokumen
yang akan diarsipkan adalah dokumen produk hukum yang dibuat, berlaku di Indonesia
dan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta. Dokumen yang diarsipkan yaitu produk
hukum mengenai tridharma perguruan tinggi, kepegawaian dan kemahasiswaan.

Membuat daftar untuk mengidentifikasi dokumen peraturan apa saja untuk pemutakhiran
arsip. Pisahkan antara peraturan lain dengan produk hukum UPN “Veteran” Jakarta.
Produk hukum UPN “Veteran” Jakarta berupa :

a. Peraturan Rektor

b. Peraturan Senat, dan

¢. Keputusan Rektor.

Pastikan pendeskripsian dokumen arisp dilakukan secara singkat. Buat label sebagai
pembeda antar folder. Label berisi judul yang mendeskripsikan isi folder dan bulan/tahun
pembuatan.

Pastikan skema penataan dokumen telah ditentukan. Dokumen disusun berurutan
berdasarkan bulan dan tahun.

Lakukan pengklasifikasian dokumen. Tempatkan pada folder/bindex yang telah diberi
label deskripsi singkat dan jelas terlihat.

Buat daftar arsip pada setiap folder berisi dokumen. Daftar arsip berupa lembaran di
halaman depan dan disimpan dalam bentuk soffcopy.

Pastikan memvalidasi daftar arsip yang telah dibuat dan simpan folder/bindex ke tempat
penyimpanan arsip yang ditentukan.

r. o
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m}IRO UMUM DAN KEUANGAN

POB PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta




== UPNVJ/POB/ROUM-
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, |~°mof HTL/20/19-00
DAN PENDIDIKAN TINGGI Tanggal Pembuatan| 07 Oktober 2019
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN  |Tanggal Revisi |-
SUB BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA [\ooooipeaie™ | 22 Oktober 2019
J1. RS Fatmawati, P4 Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daeraht .
O imus Thukats Jokans 12480 Direviu Oleh lfa Biro Umum dan
euangan

POB PELAYANAN KEBUTUHAN ARSIP PERATURAN

Dasar Hukum: Tujuan :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Untuk pengendalian proses layanan sesuai
tentang Kearsipan dengan ketentuan, menjamin terpenuhinya baku
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 | mutu standar layanan, menciptakan tertib
tentang Pelayanan Publik administrasi dan menjamin  akuntabilitas
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 | organisasi.
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undan : i
4. Peratul%aax'ln Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Kualifikasi Pelaksana:
1. SMA/D3/S1

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kena
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian  Riset,  Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan

2. Menguasai operasional komputer

3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan
kecermatan yang baik

4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan
benar

Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. POB Pembuatan Peraturan Rekfor
2. POB Penomoran Peraturan Rektor
3. POB Pemutakhiran Dokumen Peraturan

1. Komputer

2. Printer

3. Fotocopy

4. Alat Tulis Kantor

5. Daftar Register Usulan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan POB ini maka
stakeholder yang membutuhkan data informasi
terkait tidak terlayani dengan baik.

1. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Hukum dan Tata Laksana

2. Dokumen hard copy dan soft copy di simpan
di Bagian Kearsipan




DIAGRAM ALUR PELAYANAN KEBUTUHAN ARSIP PERATURAN

Pelaksana Mutu Baku :
. - Pemohon | Kasubba Keterangan
No | Aktivitas g e g Staf HTL Persyaratan/ | (. Output e
83 Perlengkapan
Meminta/ ATK Instruksi
memirnjam
L 1B, 5 menit Mulai
peraturan
. - ATK Penemuan
ﬁ;ﬁaﬂ daligm y - Komputer dokumen
2z dokumen [j:’ - Daftar 5 menit | Peraturan
peraturan perundang-
Be— - Lemari arsip undangan
- ATK Foto kopi
Menyiapkan 1__1 - Dokumen Salinan
salinan ] I peraturan dokumen
3 | peraturan perundang- 10 menit | peraturan
untuk undangan perundang-
digandakan - Fotocopy undangan
- Cap stempel
ATK Tanda terima
Menyerahkan \ ?alaualiu
4 | salinan l l 5 menit intaan/ Selesai
dokumen g mjam

dokumen




PROSEDUR PELAYANAN KEBUTUHAN ARSIP PERATURAN

NO

URAIAN

Pemohon secara tertulis atau lisan datang untuk meminjam/meminta kopian peraturan
perundang-undang vang dimaksud secara jelas dan tujuan permintaan atau peminjaman.

Lakukan pencari dalam daftar dokumen peraturan melalui manual/data komputer arsip
peraturan. Cek lemari arsip untuk mencari sardcopy salinan dokumen peraturan yang
telah disediakan.

Pastikan dokumen yang akan diserahkan adalah dokumen salinan yang memiliki
logo/tanda ‘SALINAN’ dalam kotak kecil kiri atas halaman depan peraturan. Hal yang
harus diperhatikan :

a. Dokumen yang akan digandakan adalah dokumen salinan yang bertanda tangan Karo
Umum dan Keuangan
Gandakan sesuai permintaan pemohon
Lakukan pengecekan urutan halaman peraturan
Beri cap stempel basah berwarna biru dengan stempel milik Kepala Biro Umum dan
Keuangan.

g0 o

Pemohon mengisi buku daftar permintaan/peminjaman dokumen peraturan yang telah
disediakan sebagai bukti penyerahan dokuman. Isi identitas pemohon, tujuan, tanggal
permintaan/peminjaman, tanggal pengembalian apabila hanya meminjam dan
tandatangan. Penyerahan dokumen peminjaman dilakukan dengan melaporkan kepada
staf HTL kembali dan mengisi tanggal pengembalian pada buku daftar
pemintaan/peminjaman dokumen.

Disusun Oleh : Direviu Oleh :
Tim Biro, Ka. Biro,
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